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INTISARI

Aryodimas Priyo Jaguardy. 2025. “Analisis Framing Pemberitaan
Pembentukan Badan Anak dan Keluarga (Kodomo Kateichd).” Skripsi.
Program Studi S-1 Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Fakultas IiImu Budaya,
Universitas Diponegoro. Dosen Pembimbing: Dewi Saraswati Sakariah, S.S.,
M.Si.

Penelitian ini mengkaji bagaimana media massa di Jepang membingkai
pemberitaan mengenai pembentukan Badan Anak dan Keluarga (Kodomo
Kateicho), sebuah lembaga baru yang resmi berdiri pada April 2023 sebagai
respons pemerintah terhadap krisis demografis (siashika), meningkatnya kasus
kekerasan terhadap anak, serta perlunya koordinasi kebijakan anak dan
keluarga secara terpadu. Kajian ini berangkat dari asumsi bahwa media massa
berperan sebagai agen konstruksi realitas sosial yang tidak netral dalam
memaknai kebijakan publik.

Penelitian ini menggunakan teori framing Robert N. Entman yang
mencakup empat elemen analisis, yaitu define problems, diagnose causes,
make moral judgement, dan treatment recommendation. Metode penelitian
yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis teks
media. Data primer diperoleh dari 14 artikel berita daring, masing-masing tujuh
artikel dari Asahi Shimbun dan Yomiuri Shimbun, yang diterbitkan dalam
rentang waktu April 2023 hingga pertengahan 2025. Pemilihan kedua media
didasarkan pada perbedaan orientasi ideologis, yakni Asahi Shimbun yang
berhaluan progresif liberal dan Yomiuri Shimbun yang berhaluan konservatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Asahi Shimbun membingkai
Kodomo Kateicho secara kritis dan reflektif dengan menyoroti hambatan
struktural, ketimpangan gender, kualitas kebijakan pengasuhan, serta tanggung
jawab moral negara terhadap kesejahteraan anak dan keluarga. Sebaliknya,
Yomiuri Shimbun menampilkan framing afirmatif dan pragmatis dengan
menekankan efisiensi administratif, stabilitas sosial, serta dukungan terhadap
kebijakan pemerintah sebagai upaya menjaga ketahanan keluarga dan
masyarakat.

Perbandingan framing kedua media memperlihatkan bahwa ideologi
media berperan signifikan dalam membentuk makna kebijakan publik. Asahi
Shimbun mendorong transformasi sosial melalui kritik konstruktif, sementara
Yomiuri Shimbun memperkuat legitimasi negara melalui pemberitaan yang
menekankan keberhasilan kebijakan. Penelitian ini menegaskan bahwa media
massa tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai
aktor ideologis yang membentuk persepsi publik terhadap kebijakan sosial di
Jepang.

Kata kunci; Kodomo Kateicho; media massa; analisis framing; Jepang.
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ABSTRACT

Aryodimas Priyo Jaguardy. 2025. “Analisis Framing Pemberitaan
Pembentukan Badan Anak dan Keluarga (Kodomo Kateicho).” Undergraduate
Thesis. Japanese Language and Culture Study Program, Faculty of
Humanities, Diponegoro University. Advisor: Dewi Saraswati Sakariah, S.S.,
M.Si.

This research examines how Japanese mass media frame news
coverage regarding the establishment of the Children and Families Agency
(Kodomo Kateicho), a new government body inaugurated in April 2023 as a
policy response to Japan’s demographic crisis (shoshika), the increase in child
abuse cases, and the need for cross ministerial coordination in family and child
welfare policies. The study applies Robert N. Entman’s framing theory, which
consists of four analytical elements: define problems, diagnose causes, make
moral judgement, and treatment recommendation.

This research employs a qualitative descriptive method with a media
text analysis approach. The data consist of fourteen online news articles seven
from Asahi Shimbun and seven from Yomiuri Shimbun published between 2023
and 2025. These newspapers were selected based on their contrasting
ideological orientations: Asahi Shimbun represents a progressive liberal
perspective, while Yomiuri Shimbun reflects a conservative and pro
government stance.

The findings indicate that Asahi Shimbun frames Kodomo Kateicho in
a critical progressive manner by emphasizing structural barriers, social
inequality, gender issues, and the need for reform oriented policies that
prioritize family and child welfare beyond administrative measures. In
contrast, Yomiuri Shimbun adopts an affirmative conservative framing that
highlights administrative achievements, family responsibility, and the role of
the government in maintaining social stability and policy effectiveness. These
differences demonstrate that media ideology plays a significant role in shaping
how public policies are framed and interpreted, confirming that mass media
function not only as information providers but also as ideological actors in
contemporary Japanese society

Keywords; Kodomo Kateicho;, mass media; framing analysis; Japan.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pada April 2023, pemerintah Jepang secara resmi membentuk lembaga baru
bernama Badan Anak dan Keluarga (Kodomo Kateicho). Lembaga ini diajukan dan
disahkan oleh Diet Jepang pada bulan Juni 2022 sebagai tanggapan atas Krisis
kependudukan, salah satunya adalah penurunan angka kelahiran (Shoshika).
Dilansir dari laman berita Jiji Press News dengan judul artikel (Kodomo Kateicho
23 nen do sosetsu sefu tatewarikaishé e kihonhashin hoikusho kodomo en o ikan).
Menyatakan bahwa, badan ini berada langsung di bawah Cabinet Office dan
bertujuan menjadi badan utama atas berbagai kebijakan yang menangani isu-isu
seperti penurunan angka kelahiran (Shoshika), dukungan terhadap keluarga yang
memiliki anak, serta pencegahan perundungan dan pelecehan anak yang
sebelumnya ditangani oleh berbagai kementrian dan lembaga pemerintah (Press,
2023).

Keputusan kabinet Jepang pada 21 Desember 2021 menandai langkah
penting dalam konsolidasi kebijakan anak yang sebelumnya tersebar di berbagai
kementerian dan lembaga. Selain anak, keluarga juga menjadi elemen yang tak
terpisahkan dalam pembahasan kebijakan sosial di Jepang. Keluarga dipandang
sebagai unit fundamental yang menentukan kualitas tumbuh kembang anak
sekaligus stabilitas sosial masyarakat. Oleh sebab itu, kebijakan yang hanya
berfokus pada anak tanpa mempertimbangkan kondisi keluarga berpotensi tidak
efektif, karena anak selalu berada dalam lingkup keluarga yang memengaruhi
kehidupannya sehari-hari. Dokumen kebijakan dasar pembentukan Badan Anak

dan Keluarga (Kodomo Kateicho) menegaskan bahwa pendekatan baru ini



dirancang untuk mengatasi fragmentasi administratif dan memastikan bahwa isu
anak tidak dipisahkan dari kondisi keluarga secara keseluruhan, melainkan
ditangani melalui kebijakan terpadu yang bersifat lintas kementerian (Cabinet
Secretariat, 2021).

Badan Anak dan Keluarga (Kodomo Kateicho) dibentuk dengan tujuan
untuk memperkuat kepentingan terbaik anak, mewujudkan masyarakat berpusat
pada anak, serta mengatasi problem struktural berupa tumpang tindih kewenangan
antar instansi melalui koordinasi di bawah satu lembaga administratif independen.
Atas dasar itu, dibentuklah Badan Anak dan Keluarga (Kodomo Kateicho) sebagai
lembaga baru yang berfungsi mengintegrasikan kebijakan, menjamin perlindungan
anak, dan mempermudah pengasuhan anak dengan bantuan dukungan pemerintah
secara komprehensif. Jika ditinjau dari berbagai pemberitaan media, efektivitas
lembaga ini masih dipertanyakan, terutama terkait kemampuan mengatasi
hambatan birokrasi dan memastikan kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan
anak dan keluarga di lapisan masyarakat luas. Dilansir dari laman berita
International Education News, Hirokazu Yokota, seorang birokrat Jepang dengan
pengalaman lintas kementerian dan salah satu pendiri Digital Agency Jepang,
berbagi pengalamannya ketika bekerja di Children and Families Agency (CFA) dan
menyatakan bahwa badan ini berupaya menempatkan anak beserta kebijakan terkait
di pusat kehidupan masyarakat melalui konsep (Kodomo Mannaka Shakai) atau
masyarakat berpusat pada anak, dengan menjamin hak-hak mereka, memastikan
tidak ada anak yang tertinggal, serta mendorong pertumbuhan anak yang sehat
dengan dukungan kolektif dari seluruh elemen masyarakat (Hatch, 2025).

Pembentukan Badan Anak dan Keluarga (Kodomo Kateichd)
dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk menghadapi penurunan angka

kelahiran (Shoshika) yang signifikan. Menurut World Bank (2023) Jepang telah



mengalami penurunan angka kelahiran yang cepat dan signifikan. Angka kelahiran
total (total fertility rate) merupakan jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang
perempuan jika ia hidup hingga akhir masa suburnya dan melahirkan anak sesuai
dengan angka kelahiran spesifik usia saat ini (Bank, 2023). Pada tahun 2022, angka
kelahiran total di Jepang adalah 1,26 dan jumlah kelahiran turun di bawah 800.000,
mencapai rekor terendah. Angka ini jauh dari angka pengganti populasi ideal
sebesar 2,1 dan menjadi indikator kuat bahwa Jepang sedang mengalami krisis
demografis yang serius. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai
tren tersebut, berikut adalah grafik (Lihat Gambar 1) perkembangan angka fertilitas

total Jepang dari tahun 1960 hingga 2022.
FR‘ED === Tertility Rate. Total for Japan
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Gambar 1.1 Tren Total Fertility Rate (TFR) Jepang, 1960-202-2.
Sumber: Data diadaptasi dari World Bank (2023) (Bank, 2023).

Krisis demografis serius tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian
dari fenomena jangka panjang yang telah berlangsung sejak dekade 1990 an.
Menurut (Liu et al., 2024) Jepang mengalami penuaan populasi secara drastis,
dengan proporsi penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) mencapai lebih dari 29%
pada tahun 2020 (Liu et al., 2024). Akibatnya generasi muda harus menanggung
beban ekonomi yang lebih besar, sekaligus mempertahankan keberlanjutan sistem
jaminan sosial yang mulai terancam stabilitasnya karena ketidakseimbangan antara

populasi usia produktif dan lansia.



Ditambah lagi dengan pandemi COVID-19 yang mempercepat tekanan
terhadap sistem keluarga di Jepang. Penelitian yang dilakukan oleh (Shimizu et al.,
2023) menunjukkan data peningkatan angka pengangguran sementara, perubahan
pola kerja menjadi remote working, dan bertambahnya beban pengasuhan yang
harus ditanggung oleh keluarga, terutama oleh ibu rumah tangga. Situasi ini
memperburuk persepsi banyak pasangan muda terhadap prospek berkeluarga dan
membesarkan anak, sehingga menambah lapisan kompleks dalam dinamika
demografis Jepang (Shimizu et al., 2023).

Berdasarkan pemaparan sebelumnya kebijakan Badan Anak dan Keluarga
(Kodomo Kateicho) menjadi upaya pemerintah Jepang dalam mengatasi masalah
demografis yaitu (Shoshika). Dalam kondisi demikian, media memiliki peran
krusial dalam menyampaikan serta membingkai narasi mengenai kebijakan publik.
Adapun menurut Burhan Bungin, media massa adalah media komunikasi dan
informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses
oleh masyarakat secara massal pula (Bungin, 2017). Sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh (Apriliyanti et al., 2022) yang menyatakan bahwa media tidak hanya
berfungsi sebagai penyalur informasi, tetapi juga sebagai aktor yang mempengaruhi
opini publik melalui pilihan diksi, struktur narasi, serta fokus visual yang diangkat
dalam pemberitaannya (Apriliyanti et al., 2022). Oleh karena itu, bagaimana media
membingkai kebijakan pembentukan Badan Anak dan Keluarga (Kodomo
Kateicho) layak untuk diteliti secara mendalam.

Di Jepang terdapat media-media yang membedakan cara mereka menyoroti
isu sosial, termasuk pembentukan Badan Anak dan Keluarga (Kodomo Kateicho).
Salah satu media utama adalah Asahi Shimbun, yang dalam kajian media sering
dikategorikan memiliki orientasi progresif liberal. Menurut (Krauss, 2000) orientasi

progresif liberal dalam konteks jurnalisme Jepang merujuk pada kecenderungan



media untuk menekankan nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan sosial, kesetaraan
gender, serta sikap kritis terhadap kebijakan negara, khususnya ketika kebijakan
tersebut dinilai berpotensi mengabaikan kelompok rentan atau menimbulkan
ketimpangan struktural (Krauss, 2000). Asahi Shimbun secara historis dikenal
sebagai media yang relatif independen dari pemerintah dan sering mengedepankan
kritik terhadap kebijakan publik melalui perspektif kesejahteraan sosial dan
demokrasi liberal (Pharr & Krauss, 1996). Dalam pemberitaannya mengenai
pembentukan Badan Anak dan Keluarga (Kodomo Kateicho), Asahi Shimbun kerap
menyoroti aspek struktural, yaitu faktor-faktor sistemik yang melekat pada struktur
sosial dan kebijakan publik, termasuk desain kebijakan negara, sistem
ketenagakerjaan yang tidak mendukung keberlanjutan karier ibu, serta norma
gender yang menempatkan perempuan sebagai pengasuh utama. Dengan bingkai
ini, persoalan anak dan keluarga diposisikan sebagai hasil dari ketimpangan
struktural, bukan semata-mata akibat pilihan individu.

Sebaliknya, Yomiuri Shimbun umumnya dipahami sebagai media yang
berorientasi konservatif. Menurut (Tunstall, 1977) orientasi konservatif dalam
jurnalisme Jepang merujuk pada kecenderungan media untuk menekankan
stabilitas sosial, legitimasi kebijakan pemerintah, nilai-nilai keluarga tradisional,
serta pentingnya tanggung jawab individu dan kohesi sosial dalam menghadapi
persoalan masyarakat (Tunstall, 1977; dalam Freeman, 2000). Yomiuri Shimbun
memiliki hubungan yang relatif dekat dengan institusi negara dan sering
merepresentasikan sudut pandang arus utama (mainstream) yang mendukung
kebijakan pemerintah, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan keamanan,
administrasi publik, dan tatanan sosial (Pharr & Krauss, 1996). Dalam konteks
pemberitaan pembentukan Badan Anak dan Keluarga (Kodomo Kateicha), Y omiuri

Shimbun cenderung membingkai kebijakan tersebut secara afirmatif dengan



menekankan aspek administratif, keterbatasan anggaran negara, serta pentingnya
koordinasi birokrasi dan peran keluarga sebagai fondasi utama kesejahteraan anak.

Selain kedua media tersebut, terdapat pula media yang mengadopsi
pendekatan relatif netral dengan menyampaikan informasi secara deskriptif tanpa
penilaian normatif yang eksplisit. Perbedaan cara pandang ini menunjukkan bahwa
media massa tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga
sebagai aktor ideologis yang secara aktif mengonstruksi realitas sosial sesuai
dengan orientasi nilai dan posisi editorial masing-masing.

Konsep framing sebagaimana dikembangkan oleh Robert N. Entman
menawarkan kerangka teoritis yang relevan untuk memahami bagaimana media
mengkonstruksi makna kebijakan. Menurut (Entman, 1993), framing melibatkan
empat elemen utama: problem definition, causal interpretation, moral evaluation,
dan treatment recommendation. Keempat elemen ini menjadi fondasi untuk
memahami bagaimana suatu isu disajikan dan diterima oleh masyarakat (Entman,
1993). Maka dari itu, framing media terhadap pembentukan (Kodomo Kateicho)
menjadi alat yang penting untuk mengkaji apakah kebijakan tersebut dipandang
sebagai solusi konkret, simbolisme politik semata, atau justru mendapat kritik
karena tidak menyentuh akar persoalan. Variasi pemberitaan media mencerminkan

beragam posisi ideologis dan kepentingan institusional masing-masing media.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Toivonen, 2011) menyatakan
bahwa framing media Jepang terhadap isu sosial sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai
budaya yang konservatif, etika nasionalisme, serta kedekatan media dengan
lembaga negara (Toivonen, 2011). Hal ini menyebabkan isu-isu struktural yang
kerap diredam dan digantikan oleh narasi yang menekankan moralitas individu atau
keluarga sebagai solusi utama. Menurut (Hososaka et al., 2024) dalam isu

kesejahteraan anak, media Jepang cenderung membingkai topik seputar peran ibu



sebagai pengasuh utama dan menekankan pentingnya keluarga tradisional sebagai
benteng sosial (Hososaka et al., 2024). Framing semacam ini memperkuat struktur
patriarkal dan menghambat reformasi kebijakan yang seharusnya berbasis keadilan
sosial dan kesetaraan gender. Selain itu, (Johnson, 2022) menyatakan bahwa
framing yang mengabaikan dimensi struktural juga dapat mengalihkan perhatian
publik dari permasalahan kebijakan yang lebih luas, seperti kurangnya dukungan
institusional, minimnya subsidi pengasuhan anak, serta ketimpangan gender,
dengan fokus pada narasi individualistik alih-alih solusi kebijakan jangka panjang.
(Johnson, 2022). Dalam konteks inilah framing terhadap Kodomo Kateicho menjadi
alat yang menentukan persepsi publik dan potensi keberhasilan implementasi
kebijakan lembaga tersebut.

Urgensi penelitian ini terletak pada peran media massa dalam membentuk
persepsi publik terhadap kebijakan sosial yang berdampak langsung pada masa
depan demografi dan kesejahteraan masyarakat Jepang. Pembentukan Badan Anak
dan Keluarga (Kodomo Kateicho) merupakan kebijakan yang relatif baru dan masih
berada pada tahap awal implementasi, sehingga framing media pada periode ini
berpotensi menentukan cara kebijakan tersebut dipahami dan dievaluasi oleh
publik. Oleh karena itu, analisis framing pemberitaan Asahi Shimbun dan Yomiuri
Shimbun menjadi penting untuk mengungkap bagaimana perbedaan orientasi
ideologis media mengonstruksi makna kebijakan publik, sekaligus mengisi
keterbatasan kajian yang masih jarang menelaah pembingkaian media terhadap
pembentukan lembaga pemerintah baru di Jepang, khususnya dalam isu anak dan
keluarga.

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji konten berita mengenai
pembentukan Badan Anak dan Keluarga (Kodomo Kateichd) di Jepang yang

diambil dari artikel-artikel pemberitaan Asahi Shimbun dan Yomiuri Shimbun



melalui analisis Framing.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan
masalah pada penelitian ini adalah bagaimana framing media massa Asahi Shimbun
dan Yomiuri Shimbun dalam mengkonstruksi berita pembentukan Badan Anak dan
Keluarga (Kodomo Kateicho) di Jepang ?
1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana framing yang
digunakan oleh media massa Asahi Shimbun dan Yomiuri Shimbun dalam
mengkonstruksi berita mengenai pembentukan Badan Anak dan Keluarga (Kodomo
Kateicho) di Jepang.
1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah pemberitaan mengenai pembentukan
Badan Anak dan Keluarga (Kodomo Kateicho) di Jepang yang bersumber dari
portal berita Asahi Shimbun dan Yomiuri Shimbun. Artikel-artikel berita yang
dianalisis berlaku sejak lembaga tersebut yang mulai diresmikan pada April 2023
hingga penelitian ini dilakukan yakni sampai Agustus 2025. Periode ini dipilih

karena kebijakan tersebut baru diberlakukan sejak April 2023.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis framing Robert N. Entman.
Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada upaya memahami
proses konstruksi makna yang dilakukan media massa dalam pemberitaan,
khususnya dalam membingkai pembentukan Badan Anak dan Keluarga (Kodomo

Kateicho) di Jepang. Pendekatan analisis framing Robert N. Entman



memungkinkan penulis untuk menelaah makna, penekanan, serta sudut pandang
yang dibangun media, bukan sekadar menghitung frekuensi kemunculan isu.

Tahap awal penelitian dimulai dengan proses pengumpulan data berita
daring dari dua media nasional Jepang, yaitu Asahi Shimbun dan Yomiuri Shimbun.
Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri artikel berita yang memuat kata
kunci terkait pembentukan Badan Anak dan Keluarga (Kodomo Kateicho), seperti
kodomo kateicho, kebijakan anak, kesejahteraan keluarga, serta isu-isu turunan
yang berkaitan. Proses penelusuran ini dilakukan sejak lembaga tersebut resmi
dibentuk pada April 2023 hingga periode penelitian berlangsung. Pada tahap ini,
penulis memperoleh sebanyak 1.109 artikel berita dari Asahi Shimbun dan 659
artikel berita dari Yomiuri Shimbun.

Namun demikian, tidak seluruh artikel berita yang ditemukan dapat
digunakan sebagai data penelitian. Salah satu kendala yang dihadapi penulis adalah
keterbatasan akses terhadap berita berbayar. Sebagian artikel pada kedua media
hanya dapat diakses melalui sistem langganan, sehingga tidak memungkinkan
untuk dianalisis secara menyeluruh. Oleh karena itu, penulis membatasi data pada
artikel yang dapat diakses secara terbuka (open access) agar proses analisis dapat
dilakukan secara transparan dan dapat direplikasi oleh peneliti lain. Tahap ini
sekaligus menjadi bentuk upaya penulis untuk meminimalkan subjektivitas dalam
pemilihan data.

Setelah tahap seleksi berdasarkan aksesibilitas, penulis melakukan proses
kategorisasi data berdasarkan kesamaan tema. Artikel-artikel yang lolos seleksi
awal kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yang berkaitan
langsung dengan isu pembentukan Badan Anak dan Keluarga (Kodomo Kateicho),
seperti isu mengenai anggaran pemerintah, tunjangan pegawai, subsidi pemerintah,

fasilitas terkait anak dan keluarga, kebijakan pemerintah, kekerasan terhadap anak,



kasus kematian dan bunuh diri anak, pengasuhan anak, persalinan ibu hamil,
layanan penitipan anak, kafetaria anak (Kodomo Shokudo), penurunan angka
kelahiran (Shoshika), survei dan laporan lembaga, serta isu-isu lain mengenai
keberadaan lembaga tersebut. Melalui proses kategorisasi ini, jumlah data
menyusut menjadi 59 artikel berita dari Asahi Shimbun dan 112 artikel berita dari
Yomiuri Shimbun yang dinilai relevan dengan fokus penelitian.

Tahap selanjutnya adalah pemilihan sampel penelitian melalui proses
eliminasi bertahap. Pada tahap ini, penulis tidak memilih artikel secara acak,
melainkan berdasarkan sejumlah kriteria yang jelas. Pertama, aspek
komprehensivitas, yaitu artikel yang memuat pembahasan isu secara mendalam,
tidak hanya bersifat informatif singkat, serta mengandung konteks kebijakan yang
lebih luas. Kedua, aspek representativitas, yaitu artikel yang mampu mewakili
kecenderungan pemberitaan media terhadap tema tertentu dan mencerminkan pola
framing yang konsisten. Ketiga, aspek keterkaitan langsung dengan Badan Anak
dan Keluarga (Kodomo Kateicho), baik secara eksplisit melalui penyebutan
lembaga maupun secara implisit melalui pembahasan kebijakan dan isu yang
berada dalam lingkup kewenangannya.

Berdasarkan Kriteria tersebut, penulis kemudian memilih masing-masing
tujuh artikel dari Asahi Shimbun dan Yomiuri Shimbun sebagai sampel akhir
penelitian. Ketujuh sampel dari masing-masing media dipilih untuk mewakili
variasi isu utama yang berkaitan dengan pembentukan Badan Anak dan Keluarga
(Kodomo Kateicho), sehingga hasil analisis tidak bertumpu pada satu jenis isu saja.
Pemilihan jumlah sampel yang terbatas ini dilakukan untuk memungkinkan analisis
yang lebih mendalam dan terfokus, sesuai dengan karakter penelitian kualitatif.

Seluruh sampel berita yang telah terpilih kemudian dianalisis menggunakan

model framing Robert N. Entman, yang meliputi empat elemen utama, yaitu
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pendefinisian masalah (define problems), diagnosis penyebab (diagnose causes),
penilaian moral (make moral judgement), dan rekomendasi penyelesaian (treatment
recommendation). Melalui empat elemen ini, penulis mengkaji bagaimana masing-
masing media membingkai isu pembentukan Badan Anak dan Keluarga (Kodomo
Kateicho) serta makna yang dikonstruksikan dalam pemberitaan.

Pertimbangan pemilihan kedua portal berita Asahi Shimbun dan Yomiuri
Shimbun adalah pemberitaan dari kedua media ini sangat berpengaruh dalam
membentuk opini masyarakat Jepang karena jangkauan pembaca mereka yang luas
dan peran mereka dalam membentuk agenda setting politik nasional (Diao & Yu,
2025). Perbedaan orientasi editorial kedua media tersebut juga menjadi
pertimbangan utama, karena memungkinkan penulis untuk membandingkan variasi

framing terhadap kebijakan publik yang sama secara lebih jelas dan sistematis.

1.6 Manfaat Penelitian
1.6.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan studi media massa,
khususnya dalam menganalisis pemberitaan media terhadap kebijakan sosial di
Jepang yang berfokus pada pembentukan Badan Anak dan Keluarga (Kodomo
Kateicho). Melalui pendekatan analisis framing Robert N. Entman, penelitian ini
memberikan pemahaman teoretis mengenai bagaimana media merespons,
mengonstruksi, dan membingkai isu kebijakan dalam konteks sosial budaya Jepang
kontemporer. Selain itu, penelitian ini memperlihatkan secara empiris perbedaan
orientasi ideologis antara media progresif seperti Asahi Shimbun dan media
konservatif seperti Yomiuri Shimbun, sehingga memperkaya diskursus mengenai
hubungan antara framing media dan pembentukan persepsi publik terhadap

kebijakan publik.
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1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai bahan
referensi akademik bagi peneliti, mahasiswa, maupun pembaca umum yang
memiliki ketertarikan terhadap kajian media massa, kebijakan sosial, dan isu anak
serta keluarga di Jepang. Hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai
rujukan awal bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji analisis framing media,
khususnya dalam konteks kebijakan publik dan pembentukan lembaga pemerintah
di Jepang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Universitas Diponegoro sebagai
bahan pendukung pengembangan kajian kebudayaan Jepang kontemporer,
terutama yang berkaitan dengan relasi antara media, ideologi, dan kebijakan
sosial. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan studi
lanjutan dengan objek, periode, maupun pendekatan teoretis yang berbeda namun
masih berada dalam lingkup kajian serupa.

1.7 Sistematika Penelitian
Untuk memudahkan proses pengerjaan penelitian sekaligus pembacaan
laporan hasil penelitian, maka diperlukan rumusan sistematika penulisan sebagai
berikut:

Bab 1 pendahuluan, bab ini menjelaskan mengenai konteks awal penelitian
yang terdiri dari beberapa subbagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah,
tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian
(teoritis dan praktis), serta sistematika penelitian. Seluruh subbab dalam bab ini
dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai arah, fokus, dan
tujuan penelitian.

Bab 2 kajian pustaka, bab ini memuat uraian mengenai landasan teoretis

dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Subbabnya terdiri dari penelitian
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terdahulu, kerangka teori yang meliputi teori framing Robert N. Entman dan
konsep konstruksi sosial media massa, serta pembahasan mengenai Badan Anak
dan Keluarga di Jepang. Bab ini memberikan kerangka analitis yang akan
digunakan penulis dalam memahami dan menafsirkan permasalahan penelitian.

Bab 3 pembahasan, pada bab ini berisi analisis mendalam terhadap objek
penelitian, yakni pemberitaan mengenai pembentukan Badan Anak dan Keluarga
(Kodomo Kateicho) di Jepang dalam media Asahi Shimbun dan Yomiuri
Shimbun. Analisis dilakukan dengan pendekatan framing Robert N. Entman.
Subbab pada bab ini terdiri dari analisis pemberitaan dari Asahi Shimbun dan
analisis pemberitaan dari Yomiuri Shimbun. Pembahasan disusun secara
sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan menunjukkan perbedaan
konstruksi bingkai yang digunakan oleh masing-masing media.

Bab 4 penutup, bab terakhir berisi kesimpulan dan hasil pembahasan yang
merangkum temuan utama penelitian. Bab ini juga memuat saran-saran yang

relevan untuk pengembangan studi selanjutnya.
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BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Diskusi akademis mengenai pembentukan Badan Anak dan Keluarga di
Jepang mulai mendapatkan perhatian yang lebih luas pada beberapa tahun terakhir,
terutama sejak wacana pembentukan Badan Anak dan Keluarga (Kodomo
Kateicho) resmi dicanangkan oleh pemerintah Jepang dan mulai berlaku pada April
2023. Kebijakan ini muncul sebagai respons pemerintah terhadap berbagai
permasalahan sosial yang kompleks, seperti penurunan angka kelahiran (Shoshika),
meningkatnya beban pengasuhan pada keluarga, serta kebutuhan akan koordinasi
lintas kementerian dalam menangani isu-isu kesejahteraan anak (Press, 2023).

Dalam konteks akademis, kajian mengenai kebijakan ini penting untuk
memahami bagaimana negara mengatur dan memprioritaskan isu perlindungan
anak serta dukungan terhadap keluarga dalam kerangka kebijakan sosialnya.
Seiring dengan berkembangnya kebijakan tersebut, penelitian yang mengaitkan
peran media dalam membingkai dan mengonstruksi persepsi publik terkait
kebijakan ini menjadi semakin relevan, mengingat media memiliki pengaruh besar
terhadap pembentukan opini dan legitimasi kebijakan di mata masyarakat. Oleh
karena itu, penulis memilih beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk

dijadikan tinjauan pustaka atas penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut.

Penelitian yang pertama adalah artikel jurnal karya Muhammad Umar yang
diterbitkan tahun 2024 dengan judul artikel Child Centered Society: “Children”
Social Construction on Children and Families Agency’s (Japan) Websites.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana
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untuk mengkaji bagaimana konstruksi sosial tentang anak dibangun melalui laman
resmi Children and Families Agency di Jepang. Secara teoretis, penelitian ini
berangkat dari perspektif konstruksi sosial yang menempatkan bahasa, visual, dan

narasi sebagai sarana utama dalam membentuk makna kebijakan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laman resmi Children and Families
Agency merepresentasikan anak sebagai subjek utama kebijakan publik yang
memiliki hak atas perlindungan, partisipasi, dan pengembangan diri. Negara,
keluarga, dan masyarakat digambarkan sebagai aktor yang saling berkolaborasi
dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan anak. Melalui
pemilihan diksi dan visual tertentu, pemerintah membangun citra kebijakan yang

berorientasi pada prinsip child centered society.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek
kajian yang sama, yaitu Badan Anak dan Keluarga (Kodomo Kateicho) di Jepang,
serta fokus pada konstruksi makna kebijakan anak dan keluarga. Adapun
perbedaannya, penelitian Muhammad Umar menganalisis wacana yang dibangun
oleh lembaga pemerintah melalui media resminya, sedangkan penelitian ini
mengkaji pembingkaian isu yang dilakukan oleh media massa independen melalui
analisis framing Robert N. Entman. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi
kajian sebelumnya dengan menyoroti bagaimana kebijakan yang sama dikonstruksi

secara berbeda di ruang publik melalui perspektif media massa.

Penelitian yang kedua adalah artikel jurnal karya Hanae Ono, Ko Hayakawa,
dan Takeo Kondo yang diterbitkan tahun 2025 dengan judul artikel “From
Grassroots to Policy: Kodomo Shokudo”. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis perkembangan Kodomo

Shokudo atau kantin anak di Jepang, yang bertransformasi dari inisiatif komunitas
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akar rumput menjadi bagian dari kebijakan sosial yang diakui oleh pemerintah.
Kajian ini berangkat dari perspektif kebijakan sosial dan partisipasi komunitas,
dengan menekankan peran berbagai pemangku kepentingan, seperti relawan,

organisasi nirlaba, dan pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kodomo Shokudo tidak hanya
berfungsi sebagai penyedia makanan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu,
tetapi juga sebagai ruang sosial yang mendukung hubungan antar anggota
komunitas, perkembangan emosional anak, serta penguatan solidaritas sosial.
Namun, penelitian ini  juga mengungkap sejumlah tantangan dalam
implementasinya, antara lain keterbatasan pendanaan, ketergantungan pada tenaga
relawan, serta ketimpangan dukungan pemerintah antar wilayah. Temuan ini
menunjukkan adanya jarak antara semangat gerakan komunitas dan mekanisme

birokrasi dalam kebijakan sosial.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus
kajian terhadap isu anak dan keluarga di Jepang serta pembahasan mengenai
kebijakan sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Adapun perbedaannya,
penelitian Ono, Hayakawa, dan Kondo menitikberatkan pada proses transformasi
gerakan sosial menjadi kebijakan publik, tanpa mengkaji peran media massa dalam
membingkai isu tersebut. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menganalisis
framing media massa terhadap kebijakan anak dan keluarga melalui pemberitaan
daring, sehingga memberikan perspektif berbeda mengenai konstruksi wacana
kebijakan di ruang publik.

Penelitian yang ketiga adalah artikel jurnal karya Rikuya Hosokawa, Riho
Tomozawa, dan Toshiki Katsura yang diterbitkan tahun 2023 dengan judul artikel
“Associations between Family Routines, Family Relationship, and Children’s

Behavior”. Artikel Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan
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metode survei terhadap 717 orang tua siswa sekolah dasar di Jepang, yang dianalisis
menggunakan teknik path analysis. Secara teoretis, penelitian ini berangkat dari
perspektif psikologi keluarga yang menempatkan rutinitas dan kualitas hubungan
keluarga sebagai faktor penting dalam perkembangan perilaku anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rutinitas keluarga yang konsisten
memiliki hubungan positif dengan kohesi dan ekspresivitas keluarga, serta
berkontribusi pada penurunan perilaku bermasalah dan peningkatan perilaku
prososial anak. Sebaliknya, konflik dalam keluarga berkorelasi dengan
meningkatnya perilaku negatif dan menurunnya kecenderungan prososial. Temuan
ini menegaskan pentingnya stabilitas rutinitas dan hubungan keluarga yang
harmonis sebagai faktor protektif dalam perkembangan psikososial anak di Jepang.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus
kajian terhadap isu anak dan keluarga di Jepang, khususnya dalam konteks
kesejahteraan dan perkembangan anak. Adapun perbedaannya, penelitian
Hosokawa, Tomozawa, dan Katsura menitikberatkan pada analisis hubungan
internal dalam keluarga menggunakan pendekatan kuantitatif, tanpa mengkaji peran
media massa dalam membingkai isu anak dan keluarga. Sementara itu, penelitian
ini menganalisis konstruksi wacana kebijakan anak dan keluarga di ruang publik
melalui framing media massa, sehingga memberikan sudut pandang yang berbeda
terhadap isu kesejahteraan anak di Jepang.

Penelitian yang keempat adalah skripsi yang disusun oleh Meilina Anung
Pratiwi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas
Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang yang diterbitkan pada
tahun 2022, dengan judul Analisis Framing Pemberitaan Kasus Kepolisian
Indonesia oleh Media Massa Online Tahun 2021: Pendekatan Robert Entman.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing
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Robert N. Entman, yang menitikberatkan pada empat perangkat analisis framing,
yaitu define problems, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment
recommendation.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media massa daring di Indonesia
membingkai kasus yang melibatkan oknum Kepolisian Indonesia secara berbeda-
beda sesuai dengan kebijakan redaksi dan latar belakang masing-masing media.
Republika.co.id dan Detik.com cenderung menampilkan citra positif kepolisian
dengan menekankan profesionalisme institusi, sementara Kompas.com dan
Tribunnews.com menyajikan pemberitaan yang lebih faktual dan langsung tanpa
menunjukkan keberpihakan tertentu. Perbedaan framing tersebut memperlihatkan
bahwa satu peristiwa yang sama dapat dikonstruksi secara berbeda oleh media,
sehingga memengaruhi persepsi publik.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada
penggunaan teori dan model analisis framing Robert N. Entman sebagai kerangka
analisis utama dalam mengkaji pemberitaan media massa. Adapun perbedaannya,
penelitian Meilina Anung Pratiwi berfokus pada pemberitaan kasus kepolisian di
Indonesia oleh media daring, sedangkan penelitian ini mengkaji pembingkaian
media massa Jepang terhadap kebijakan publik, khususnya pembentukan Badan
Anak dan Keluarga (Kodomo Kateicho). Dengan demikian, penelitian ini
memperluas penerapan analisis framing Entman dalam konteks kebijakan sosial dan

media di Jepang.

Penelitian yang kelima adalah skripsi yang disusun oleh Owen Sakkaa
Rossy dari Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Fakultas Iimu Budaya,
Universitas Diponegoro Semarang yang diterbitkan pada tahun 2024, dengan judul
Kebijakan Reformasi Gaya Kerja di Jepang: Analisis Framing Pemberitaan Daring.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing Robert
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N. Entman untuk mengkaji bagaimana media daring Jepang, yaitu NHK News
(Nippon Hoso Kyokai News), NNN (Nippon News Network), dan Nikkei Shimbun
(Nihon Keizai Shimbun) dalam membingkai pemberitaan mengenai kebijakan
Reformasi Gaya Kerja (Hatarakikata Kaikaku).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga media tersebut sama-sama
membingkai reformasi gaya kerja sebagai kebijakan strategis untuk meningkatkan
kesejahteraan pekerja dan menjaga keberlanjutan ekonomi nasional, namun dengan
penekanan framing yang berbeda. NHK News menyoroti urgensi reformasi dalam
mengatasi jam kerja panjang dan power harassment, NNN menekankan fleksibilitas
kerja serta solusi praktis yang ditawarkan oleh perusahaan, sedangkan Nikkei
Shimbun lebih fokus pada implementasi prinsip “pekerjaan yang sama, gaji yang
sama” dan kritik terhadap sistem senioritas tradisional. Perbedaan tersebut
menunjukkan bahwa konstruksi realitas kebijakan dipengaruhi oleh sudut pandang
redaksional masing-masing media.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada
penggunaan teori dan model analisis framing Robert N. Entman untuk mengkaji
pemberitaan media daring Jepang mengenai kebijakan publik. Adapun
perbedaannya, penelitian Owen Sakkaa Rossy berfokus pada kebijakan reformasi
gaya kerja, sementara penelitian ini mengkaji pembingkaian media terhadap
kebijakan anak dan keluarga, khususnya pembentukan Badan Anak dan Keluarga
(Kodomo Kateicho). Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian framing
media di Jepang dengan objek kebijakan sosial yang berbeda, tetapi masih berada

dalam kerangka analisis yang sama.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat
disimpulkan bahwa kajian mengenai isu anak dan keluarga di Jepang telah

dilakukan melalui beragam pendekatan, mulai dari analisis wacana lembaga
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pemerintah, studi kebijakan sosial berbasis komunitas, hingga penelitian kuantitatif
mengenai dinamika keluarga serta analisis framing media terhadap kebijakan
publik. Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji pembingkaian media
massa Jepang terhadap pembentukan lembaga pemerintah baru, khususnya Badan
Anak dan Keluarga (Kodomo Kateicho), masih terbatas. Selain itu, perbedaan
orientasi ideologis media dalam mengonstruksi kebijakan sosial belum banyak
dianalisis secara komparatif. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan teori
framing Robert N. Entman sebagai kerangka teoretis utama untuk mengkaji
bagaimana media massa membingkai kebijakan pembentukan Badan Anak dan
Keluarga Kodomo Kateicho, sehingga dapat mengisi kekosongan kajian sekaligus
memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai peran media dalam

mengonstruksi makna kebijakan publik di Jepang.
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2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Teori Framing Robert N. Entman

Teori framing merupakan salah satu teori dalam studi komunikasi yang
berfungsi untuk memahami bagaimana media membingkai realitas melalui proses
seleksi, penonjolan, dan pengemasan isu. Robert N. Entman (1993) mendefinisikan
framing sebagai proses menyeleksi aspek tertentu dari realitas yang dipersepsikan
dan membuatnya lebih menonjol dalam teks komunikasi, sehingga pesan tersebut
memiliki bobot interpretatif yang lebih kuat dibandingkan aspek lainnya. Pada
hakikatnya framing adalah strategi media untuk mengorganisasi realitas, bukan
hanya merepresentasikan fakta, tetapi juga menekankan sudut pandang tertentu
yang sejalan dengan kepentingan atau ideologi media (Entman, 1993).

Teori framing bertujuan untuk mengidentifikasi skema di mana individu
memandang atau memahami dunia. Akar teori framing sering dikaitkan dengan
sosiolog Erving Goffman yang berpendapat bahwa desain interpretatif merupakan
elemen sentral dari sistem kepercayaan budaya. Goffman menyebut desain
interpretatif ini sebagai bingkai (frame) yang kita gunakan dalam kehidupan sehari
hari untuk memahami dunia. Bingkai membantu mengurangi kompleksitas
informasi, tetapi berfungsi sebagai proses dua arah: Bingkai membantu menafsirkan
dan merekonstruksi realitas pada saat yang sama (VVolkmer dalam Littlejohn, 2009).
Maka dari itu selain desain interpretatif Goffman, teori framing juga cukup banyak
menerima sumbangsih dari teori konstruksi sosial atas realitas. Konstruksi realitas
yang sebelumnya berlangsung lambat kemudian juga dikritisi oleh Bungin dengan
mengaplikasikan kelebihan media, hal ini juga sejalan dengan penggunaan teori
framing sebagai teori komunikasi.

Berita layaknya buku, juga merupakan jendela bagi individu untuk melihat
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dunia terutama yang berada di luar jangkauannya. Dengan cakupan berita yang
begitu luas saat ini, seseorang yang berada di bagian bumi utara dapat dengan
mudah mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan bumi selatan. Namun
sebaliknya, layaknya bingkai jendela, terdapat batasan pandang yang menghalangi
kita untuk melihat sesuatu di luar frame tersebut. Begitu pun apa yang kita lihat
juga sangat dipengaruhi oleh frame atau bingkai yang ada, seperti dimanakah posisi
bingkai dalam menginformasikan suatu isu tersebut (Eriyanto, 2002).

Teori maupun metode penelitian framing sendiri pada dasarnya berada
dalam paradigma konstruksionis yang menekankan konstruksi peristiwa dan
realitas. Berbanding terbalik dengan positivis yang meyakini bahwa ada sebuah
kebenaran absolut, konstruksionis meyakini bahwa fakta merupakan konstruksi atas
realitas dan kebenarannya bersifat relatif. Dari pandangan tersebut pun, dilansir dari
Eriyanto (2002) media bukanlah sekadar saluran penyampaian pesan, melainkan
juga merupakan agen yang menkonstruksi realitas, sehingga pada hasilnya suatu
peristiwa dapat ditafsirkan dan disajikan dalam berbagai dimensi dan sudut
pandang. Diversifikasi dan perbedaan ini terjadi karena dalam proses konstruksi
tersebut ada banyak penafsiran dan pemaknaan yang berbeda-beda dalam
memahami suatu peristiwa yang terjadi.

Dilansir dari Eriyanto (2002) dan Entman (1993) mendefinisikan framing
sebagai upaya seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari
sebuah realitas. Pemilihan frame dalam pemberitaan suatu isu dapat dipengaruhi
oleh beberapa faktor seperti keberpihakan media, kultur media, kebijakan
pemerintah, pemilik modal, dan lain sebagainya. Institusi media merupakan
institusi aktif dengan aktor-aktor berkepentingan, di mana keberpihakan wartawan

turut memengaruhi cara berita dibingkai dan disajikan kepada masyarakat.
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Framing juga merupakan metode analisis teks yang memandang realitas
sebagai bukan sesuatu yang natural, namun merupakan hasil konstruksi. Hal ini juga
yang menyebabkan framing menjadi teori yang penting dalam riset jurnalisme dan
komunikasi politik. Framing dianggap sangat membantu dalam mengkaji

ketidakseimbangan serta kekuatan yang tersembunyi dibalik penyajian pemberitaan.

Teori framing dalam penelitian ini berperan penting untuk menelaah
bagaimana media Jepang membingkai isu pembentukan Badan Anak dan Keluarga.
Setiap bingkai yang digunakan media berpotensi memengaruhi cara masyarakat
memahami isu tersebut serta membentuk kesan yang berbeda terhadap topik
pemberitaan. Secara khusus peneliti akan menggunakan model analisis framing
oleh Robert N. Entman untuk membedah pemberitaan yang akan diteliti. Dapat
dilihat pada tabel 1 bahwa model analisis framing Entman terbagi menjadi empat

elemen utama sebagai berikut:

_ Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat?
Define Problems ) _
) Sebagai apa? Atau sebagai masalah
(Penjelasan masalah)
apa?

Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh

) apa? Apa yang dianggap sebagai
Diagnose Causes i )
penyebab dari suatu masalah? Siapa

(Memperkirakan penyebab) ) )
yang dianggap sebagai penyebab

masalah?
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Nilai moral apa yang disajikan untuk

menjelaskan peristiwa yang ada? Nilai
Make Moral Judgement _ )
moral apa yang dipakai untuk
(Membuat keputusan moral) o o
melegitimasi atau mendelegitimasi

suatu tindakan?

Penyelesaian apa yang ditawarkan
Treatment Recommendation untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa
(Menekankan penyelesaian) yang ditawarkan dan harus ditempuh

menyelesaikan masalah?

Tabel 2.1 Model Analisis Framing Robert N. Entman

(Sumber: Robert N. Entman dalam Eriyanto,”Analisis Framing: Konstruksi,

Ideologi, dan Politik Media”, 2002: 223-224.)

2.2.2. Konsep Konstruksi Sosial Media Massa

Konstruksi sosial media massa apabila dijelaskan secara sederhana
merupakan kritik sekaligus teori lanjutan dari pemikiran Peter L. Berger & Thomas
Luckmann yaitu teori konstruksi sosial atas realitas. Konstruksi sosial atas realitas
sebagai bagian dari teori sosiologi mempertanyakan relativitas sosial atas
“kenyataan” dan “pengetahuan”. Sebagai contoh Berger dan Luckmann
menggambarkan bagaimana apa yang ‘“nyata” bagi seorang biarawan Tibet

(13

mungkin saja tidak “nyata” bagi seorang pengusaha Amerika, begitu pun
“Pengetahuan” seorang penjahat akan berbeda dengan “pengetahuan seorang ahli

kriminologi (Berger & Luckmann, 2018). Hal ini yang kemudian memunculkan

kebutuhan akan sosiologi pengetahuan, yang dibutuhkan untuk mengamati dan
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memahami perbedaan-perbedaan “pengetahuan” di antara masyarakat, dan proses-
proses bagaimana setiap perangkat pengetahuan, pada akhirnya dapat ditetapkan

secara sosial sebagai kenyataan atau realitas.

Berger dan Luckmann (1990) dalam Bungin (Bungin, 2011) mengatakan
bahwa institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan
dan interaksi manusia. Meskipun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara
objektif, nampun pada kenyataannya semuanya dibangun dalam definisi subjektif
melalui proses interaksi. Maka dari itu objektivitas baru dapat terjadi setelah melalui
penegasan berulang ulang (dari orang lain yang memiliki subjektifitas yang sama).
Sederhananya, Berger dan Luckmann menyatakan bahwa terjadi dialektika antara
individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses
dialektika ini terjadi melalui tahapan eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi

(Berger & Luckmann, 1966: 61 melalui Bungin, 2017).

Hal penting yang ingin dikritisi Bungin dari konstruksi sosial atas realitas
adalah bahwa pada kenyataan konstruksi tersebut berlangsung secara lamban,
membutuhkan waktu yang lama, dan dilakukan secara hierarkis. Bungin
berargumen bahwa pada zaman sekarang media massa menjadi variabel yang
melemahkan teori tersebut dan bahwa media massa menjadi sangat substansial
dalam proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Substansi “teofri
konstruksi sosial media massa” adalah pada sirkulasi informasi yang cepat dan luas
sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan sangat cepat dan sebarannya merata.
Realitas yang terkonstruksi itu juga membentuk opini massa, massa cenderung

apriori dan opini massa cenderung sinis (Bungin, 2017). Bungin juga menempatkan
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seluruh kelebihan media massa dan efek media pada keunggulan konstruksi sosial
media massa atas konstruksi sosial atas realitas. Dalam membentuk konstruksi

tersebut diperlukan proses dan tahapan sebagai berikut:

Menurut Bungin (2011), Proses konstruksi realitas oleh media massa
berlangsung melalui empat tahapan utama yang saling berkesinambungan. Tahap
Pertama adalah penyusunan materi, di mana media sering berpihak pada
kepentingan kapitalistik demi keuntungan, menampilkan kepedulian semu terhadap
publik untuk meraih rating, serta mengklaim melayani kepentingan umum yang
jarang terealisasi. Tahap kedua yaitu distribusi konstruksi, yakni penyebaran
informasi secara cepat berdasarkan agenda media yang turut membentuk persepsi
masyarakat terhadap isu tertentu. Ketiga, tahap internalisasi realitas, di mana publik
mulai menerima informasi media sebagai kebenaran dan membiarkan pikirannya
dikonstruksi oleh narasi yang disajikan. Terakhir, tahap konsumsi, ketika informasi
dari media menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari dan membentuk citra positif

atau negatif tergantung konstruksi yang diberikan (Bungin, 2011).

Posisi teori konstruksi media massa dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana media dapat mengkonstruksi realitas sedemikian rupa
sehingga terciptalah realitas media, yang dapat menyajikan citra tertentu terhadap
suatu subjek pemberitaan. Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat gambaran
yang muncul pada pembentukan Badan Anak dan Keluarga melalui pemberitaan

media massa di Jepang.



2.3. Badan Anak dan Keluarga di Jepang

Fenomena (Shoshika) atau penurunan angka kelahiran di Jepang yang terus
berlanjut sejak beberapa dekade terakhir, telah menimbulkan kekhawatiran besar
terhadap masa depan demografi dan ekonomi negara. Menurut data kementerian
dalam negeri Jepang, pada tahun 2022 jumlah kelahiran tercatat hanya sekitar 770
ribu, jumlah terendah sejak pencatatan statistik modern dimulai. Bersamaan dengan
itu, angka kemiskinan anak mencapai lebih dari 13 persen, sementara kasus
kekerasan dan penelantaran anak meningkat setiap tahun. Kompleksitas masalah ini
tidak dapat diselesaikan hanya dengan kebijakan sektoral, sehingga pemerintah
menilai perlu adanya lembaga khusus yang mampu mengintegrasikan kebijakan

lintas kementerian secara komprehensif.

Sebagai tanggapan atas krisis demografi dan meningkatnya kompleksitas
persoalan anak serta keluarga, Perdana Menteri Fumio Kishida menjadikan
pembentukan Badan Anak dan Keluarga (Kodomo Kateicho) sebagai salah satu
prioritas utama pemerintah. Parlemen Jepang (Diet) mengesahkan undang-undang
pembentukan Children and Families Agency (Act No. 75 of 2022) pada 15 Juni
2022. Undang-undang ini secara resmi menetapkan pembentukan lembaga baru
bernama Badan Anak dan Keluarga (Kodomo Kateicho) yang mulai beroperasi pada
1 April 2023 di bawah kantor kabinet (Cabinet Office). Badan ini memiliki mandat
sebagai control tower atau pusat koordinasi dalam  merumuskan,
mengoordinasikan, dan mempromosikan kebijakan yang menyangkut anak dan
keluarga di Jepang. Tujuan utamanya adalah mewujudkan (Kodomo Mannaka
Shakai) atau masyarakat yang berpusat pada anak, di mana kepentingan terbaik

anak dijamin negara sekaligus memperkuat fungsi keluarga sebagai institusi utama.

Secara struktural, Badan Anak dan Keluarga (Kodomo Kateicho) dipimpin
29
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oleh seorang administrator dan didukung oleh dewan penasehat anak dan keluarga
yang bertugas memberikan masukan strategis. Fungsi lembaga ini meliputi
perumusan kebijakan perlindungan anak, penyediaan layanan pengasuhan anak usia
dini, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, penanggulangan bullying,
penguatan kesejahteraan ibu dan keluarga muda, serta koordinasi antara pemerintah
pusat dan daerah. Dengan mandat tersebut, diharapkan fragmentasi kebijakan yang
sebelumnya tersebar di kementerian pendidikan, kesehatan, dan urusan dalam

negeri dapat diintegrasikan secara lebih efektif.

Sebagai lembaga yang berperan sebagai control tower kebijakan anak dan
keluarga, Kodomo Kateichd meluncurkan serangkaian program dan kebijakan
spesifik yang tercantum secara resmi dalam laman Prime Minister’s Olffice of
Japan. Undang-undang yang komprehensif tersebut sekaligus menetapkan
sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan secara bertahap sejak tahun
fiskal 2023 (Japan, 2025). Program-program kebijakan yang resmi diluncurkan

dalam kerangka ini mencakup berbagai aspek sebagai berikut:

1) Tunjangan Anak. Semua keluarga penerima tunjangan, tanpa batasan
penghasilan, memperoleh 15.000 yen per bulan untuk anak di bawah
tiga tahun, 10.000 yen untuk anak usia tiga hingga sekolah menengah,

dan 30.000 yen untuk anak ketiga dan seterusnya.

2) Subsidi Persalinan. Tunjangan persalinan dinaikkan dari 420.000 yen
menjad 500.000 yen mulai tahun fiskal 2023. Pemerintah juga
menawarkan bantuan biaya untuk konsultasi obstetrik pertama bagi ibu
dengan pendapatan rendah dan merencanakan jaminan kesehatan untuk

memasukkan biaya persalinan pada 2026.

3) Subsidi Pendidikan Tinggi. Dukungan beasiswa dan pengurangan biaya
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pendidikan diperluas kepada pelajar kelas menengah dengan tiga anak
atau lebih, serta mereka yang belajar di bidang sains, teknik, atau

pertanian. Skema ini mulai berlaku tahun fiskal 2024.

Dukungan Perumahan Ramah Keluarga. Pemerintah berencana
menyediakan 300.000 unit rumah ramah anak selama satu dekade ke
depan, serta memperkenalkan suku bunga KPR tetap 35 tahun khusus

bagi keluarga dengan banyak anak mulai tahun 2024.

Kesejahteraan Anak dan Lingkungan Pendidikan Awal. Fokus
pergeseran dari kuantitas ke kualitas pelayanan, termasuk pengurangan
rasio anak per pengasuh (misalnya 1 pengasuh : 5 anak usia 1 tahun, dan
1: 25 anak usia 4 sampai 5 tahun). Selain itu, sistem daycare fleksibel

diterapkan mulai 2023 dan akan diinstitusionalisasi pada 2024.

Dukungan Sosial dan Transportasi Ramah Anak. Pemerintah
mendorong transformasi publik seperti jalur khusus untuk ibu hamil,
area stroller di transportasi umum, dan mendorong perusahaan serta
pemerintah daerah untuk mengumumkan inisiatif “Kodomo Mannaka

supporter” secara publik.

Cuti Parental dan Budaya Kerja yang Mendukung Pengasuhan.
Pemerintah menargetkan 85% pria mengambil cuti pengasuhan anak
pada 2030, memperpanjang tunjangan cuti bersalin hingga 100% upah
pada periode pasca persalinan, juga menyediakan opsi kerja fleksibel

untuk orang tua mulai 2025.



BAB 111
PEMBAHASAN

Pembentukan Badan Anak dan Keluarga (Kodomo Kateicho) yang resmi
berdiri pada April 2023 menjadi salah satu isu kebijakan sosial yang paling banyak
dibicarakan di Jepang. Lembaga ini dibentuk untuk merespons penurunan angka
kelahiran (shoshika) yang terus berlanjut, meningkatnya kasus kekerasan terhadap
anak, serta perlunya koordinasi kebijakan lintas kementerian agar lebih efektif
dalam melindungi anak dan memperkuat peran keluarga. Sejak diresmikan,
kebijakan ini memicu beragam reaksi publik dan menjadi topik yang hangat
diberitakan oleh media massa, mengingat dampaknya yang luas bagi masa depan

demografi dan kesejahteraan sosial di Jepang.

Pemberitaan mengenai pembentukan lembaga ini tidak hanya
menyampaikan isu administratif, tetapi juga menyoroti perdebatan tentang
efektivitas, kebijakan, dan implikasinya terhadap struktur sosial, keluarga, dan
nilai-nilai tradisional di Jepang. Berbagai media massa berperan penting dalam
membingkai isu ini dan mempengaruhi cara publik memahaminya. Dalam konteks
penelitian ini, fokus diarahkan pada dua media besar yang memiliki orientasi
ideologi berbeda, yaitu Asahi Shimbun dan Yomiuri Shimbun, yang sama-sama
menjadi aktor penting dalam membentuk wacana publik terkait isu pembentukan
Kodomo Kateicho untuk mengetahui bingkai pemberitaan dari kedua media massa

tersebut terhadap pembentukan Badan Anak dan Keluarga di Jepang.

Asahi Shimbun, yang didirikan pada tahun 1879 secara historis dikenal
sebagai surat kabar dengan orientasi progresif liberal yang menekankan jurnalisme
kritis terhadap negara, isu hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kebijakan yang

inklusif terhadap kelompok rentan, termasuk anak dan keluarga (Pharr & Krauss,

32
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1996). Karakter ini membuat Asahi banyak dipercaya oleh pembaca yang kritis
terhadap pemerintah dan mendukung pembaruan kebijakan sosial. Sementara
Yomiuri Shimbun yang berdiri sejak tahun 1874 diposisikan sebagai media arus
utama yang cenderung berorientasi konservatif dan memiliki kedekatan dengan
kebijakan pemerintah Jepang. Selain itu, Yomiuri Shimbun juga secara luas dikenal
sebagai salah satu surat kabar dengan oplah terbesar di dunia berdasarkan laporan
organisasi pers internasional dan kajian akademik mengenai sistem media Jepang
(Radcliffe et al., 2025). Kedekatannya dengan kebijakan pemerintah konservatif
menjadikan Yomiuri sering dipandang sebagai representasi suara arus utama yang

mendukung kebijakan negara.

Perbedaan orientasi ideologis kedua media ini memberi peluang bagi
penelitian untuk melihat bagaimana isu yang sama yaitu pembentukan Kodomo
Kateicho dibingkai secara berbeda. Oleh karena itu, bab ini menyajikan hasil
analisis framing terhadap 7 sampel berita dari Asahi Shimbun dan 7 sampel berita
dari Yomiuri Shimbun, untuk mengungkap konstruksi bingkai yang digunakan
kedua media tersebut dalam membentuk wacana publik tentang kebijakan anak dan

keluarga di Jepang.

3.1 Analisis Pemberitaan dari Asahi Shimbun

i
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kelahiran mencapai rekor terendah: Apa saja faktor yang menghambat upaya
untuk mengatasi penurunan angka kelahiran yang belum pernah terjadi

sebelumnya ini ? ). Terbit pada 27 Februari 2025 (Yuki, 2025).
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Elemen Framing

Temuan dan Interpretasi

Define Problems

(Penjelasan masalah)

Media mendefinisikan masalah utama sebagai Kkrisis
demografis akut, penurunan angka Kkelahiran terus-

menerus, dan interaksi faktor sosial ekonomi.

AWIKLA &<

=3

RA b) Z e
- 204FE[CEFNEFEEOHK (NEAEZET.
Lw-oL&595 &37 CA RANAZL /\
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R, R DBIEL. BEOEBREESY.
BRI DTS,

- Jumlah kelahiran pada 2024 (termasuk warga
asing) adalah 720,988 anak, menurun selama 9
tahun berturut-turut, mencatat rekor terendah
dalam sejarah. Di balik penurunan drastis angka
kelahiran ini, selain jumlah perempuan yang
bisa melahirkan menurun, faktor seperti belum
menikah, menikah terlambat, serta faktor
ekonomi juga saling berkaitan secara kompleks.

Diagnose Causes
(Memperkirakan
masalah atau sumber

masalah)

Asahi menyoroti penyebab struktural dan budaya antara
lain: stigma gender, hambatan karier perempuan, dan

kebijakan yang mungkin belum cukup dalam merespon

faktor tersebut.
Lo AR L Lhrunal FuwunlLzx
- B BRROSFRE LT, B E I
BEEEHTLWETA. [FETRLHEI0L5H
E%ﬁzf’ﬁih&km &5 (1 ARR ¢ %%T%n\béf%
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LRy BTG

- Pemerintah telah mendorong dukungan ekonomi
sebagai kebijakan penanggulangan penurunan

L\ L D‘ A

angka kelahiran yang luar biasa ( £XXJT),
namun kesadaran bahwa ‘mengasuh anak adalah
tugas wanita’ tetap kuat, dan masih ada masalah
mendasar bahwa wanita tidak dapat menempuh
karier yang diinginkan setelah melahirkan.




35

Make Moral Judgement
(Membuat keputusan

moral)

Dalam penilaian moral, Asahi Shimbun menyoroti

kegagalan pemerintah meski telah mengumumkan

L& LAk

kebijakan W-ﬁ%doc 0 »F1 ]‘Fﬁ.ﬂ (Kebijakan

Penanggulangan Krisis Demografis Berskala Besar).
Media menilai kebijakan ini masih berfokus pada
bantuan finansial, sementara masalah mendasar seperti
ketimpangan gender dan transformasi struktur keluarga
kurang mendapat perhatian serius. Kritik diarahkan pada
keterbatasan kebijakan yang belum menyentuh akar
persoalan budaya, termasuk beban ganda yang
ditanggung perempuan dan hambatan bagi karier ibu
pekerja. Dengan bingkai moral ini, Asahi mendorong
pembaca untuk menilai pemerintah sebagai pihak yang
belum cukup progresif dalam mengatasi akar masalah

krisis kelahiran.

Treatment
Recommendation
(Menekankan

penyelesaian)

Artikel ini merekomendasikan agar solusi tidak berhenti
pada subsidi ekonomi. Pemerintah perlu menata ulang
struktur kerja yang ramah keluarga, memperkuat
dukungan layanan pengasuhan, dan mengurangi beban
pengasuhan yang timpang pada pihak ibu. Selain itu,
artikel ini menekankan perlunya perubahan nilai sosial
pada masyarakat Jepang, yakni persepsi tradisional yang
menganggap pengasuhan anak semata-mata sebagai
tugas perempuan. Dengan demikian, selain intervensi
kebijakan, transformasi sosial menjadi langkah yang tak
terhindarkan untuk menghentikan laju penurunan angka

kelahiran.

Tabel 3.1 Analisis Pemberitaan Asahi Shimbun News 1
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Dalam pemberitaan sampel 1 ini, Asahi Shimbun membingkai penurunan
angka kelahiran sebagai krisis demografis yang bersifat struktural dan mendesak,
bukan sekadar persoalan statistik kependudukan. Pada elemen define problems,
penurunan angka kelahiran dikonstruksikan sebagai hasil dari interaksi kompleks

antara faktor sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga memerlukan respons kebijakan

WL A
yang melampaui solusi jangka pendek. Penekanan terhadap istilah [ 2Rt O

s53LMTenEL

L =
DFEXIE | (Kebijakan Penanggulangan Krisis Demografis Berskala Besar)

menunjukkan bagaimana media menyeleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari
kebijakan pemerintah untuk menegaskan urgensi persoalan, sebagaimana dijelaskan
dalam teori framing bahwa media secara aktif memilih aspek realitas yang dianggap
paling bermakna bagi publik (Entman, 1993; Eriyanto, 2002).

Pada elemen diagnose causes dan make moral judgement, Asahi Shimbun
mengaitkan krisis demografis dengan ketimpangan gender, beban ganda perempuan,
serta struktur kerja yang tidak ramah keluarga. Framing semacam ini sejalan dengan
temuan Hosokawa, Tomozawa, dan Katsura (2023) yang menegaskan bahwa stabilitas
keluarga dan kesejahteraan anak sangat dipengaruhi oleh struktur sosial dan relasi
dalam keluarga, bukan semata keputusan individu (Hosokawa et al., 2023). Dengan
demikian, kritik yang diarahkan Asahi terhadap pemerintah tidak bersifat personal,
melainkan struktural, yakni pada desain kebijakan yang dinilai belum mampu
menjawab kebutuhan keluarga modern. Pola ini mencerminkan karakter framing
media progresif yang menempatkan negara sebagai aktor yang bertanggung jawab atas
ketimpangan sosial, sebagaimana juga ditunjukkan dalam penelitian framing
kebijakan publik oleh (Rossy, 2024).

Jika ditinjau melalui perspektif konstruksi sosial media massa, pemberitaan ini
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menunjukkan tahap penyusunan materi dan distribusi konstruksi realitas sebagaimana
dijelaskan oleh (Bungin, 2011). Asahi Shimbun menyusun realitas krisis demografis
melalui pemilihan diksi evaluatif dan penekanan pada dampak sosial jangka panjang,
kemudian mendistribusikannya secara luas sebagai isu publik yang mendesak. Proses
ini berpotensi membentuk internalisasi realitas di kalangan pembaca, di mana
penurunan angka kelahiran dipahami sebagai kegagalan sistemik, bukan kesalahan
individu. Dengan demikian, media berperan aktif dalam membangun kesadaran
kolektif mengenai urgensi reformasi kebijakan sosial.

Pada elemen treatment recommendation, Asahi Shimbun mendorong solusi
yang bersifat komprehensif dan transformasional, seperti penataan ulang struktur kerja,
perluasan layanan pengasuhan anak, serta perubahan nilai sosial terkait pembagian
peran gender. Rekomendasi ini selaras dengan temuan (Hayakawa et al., 2025) yang
menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan negara dan praktik sosial komunitas
dalam isu kesejahteraan anak. Dengan demikian, framing yang ditampilkan tidak
berhenti pada kritik, tetapi mengarahkan publik pada kebutuhan akan reformasi
struktural dan perubahan budaya.

Secara keseluruhan, framing yang digunakan Asahi Shimbun pada sampel 1
dapat dikategorikan sebagai framing kritis reflektif, yaitu framing yang menempatkan
kebijakan publik dalam kerangka evaluasi struktural dan moral, serta mendorong
pembaruan sosial. Framing ini tidak hanya memperlihatkan sikap kritis terhadap
efektivitas kebijakan negara, tetapi juga membangun konstruksi realitas bahwa Krisis
demografis Jepang merupakan persoalan multidimensional yang menuntut intervensi
kebijakan jangka panjang. Dengan demikian, posisi penelitian ini sejalan dengan
kajian-kajian sebelumnya yang menempatkan media sebagai aktor penting dalam
mengonstruksi makna kebijakan sosial, sekaligus memperluas analisis dengan

mengaitkan framing media terhadap pembentukan Badan Anak dan Keluarga



(Kodomo Kateicho) di Jepang.
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ChIEATE (o0 A ZZE LZAEA 2AVE L
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2. Analisis Pemberitaan dengan judul [TIEARMGKBE]. 78 TREEOE[E]K

gTLon g e 0Y tuhhaHo

HER  HIE-R

=3

A

%2 ] (Asosiasi Jepang untuk reformasi sistem dan

regulasi menyerukan pencabutan subsidi pengasuhan anak, menyebutnya ““cacat

fundamental” ). Terbit pada 05 April 2024 (Arata, 2024).

Elemen Framing

Temuan dan Interpretasi

Define Problems

(Penjelasan masalah)

Masalah didefinisikan sebagai kebijakan pungutan yang

dinilai

sasaran.

bermasalah secara fundamental dan tidak tepat

SLnfrwnsl SWiFA WYU&5@F0A
FJ {EXIRDEAIRE LT ERRREHDET
545005 Z ZZF LAAEAMN
BMINTA[FEE- FETXEEICOVT,
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Terkait ‘Dana Dukungan Pengasuhan Anak’
yang dipungut bersama dengan asuransi
kesehatan publik sebagai sumber pembiayaan
kebijakan penanggulangan penurunan angka
kelahiran, Society for System and Regulatory
Reform diketuai oleh Profesor Yashiro Naohiro
dari Showa Women'’s University pada tanggal 5
mengeluarkan  pernyataan  darurat  yang
menuntut pencabutan sistem tersebut.
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Diagnose Causes
(Memperkirakan masalah
atau sumber masalah)

Penyebab masalah dipandang sebagai desain kebijakan
yang keliru karena mengorbankan fungsi asuransi

kesehatan demi menutup kekurangan anggaran.

ERRR LR 2Tz 2 ARy
L/t; W’ij_jl‘bﬁﬁrj%ﬁ/\@umﬁﬁ(i %0)@2&”5’2 E<E|jcE
heHNB] s,

Mereka menegaskan bahwa asuransi kesehatan
adalah ‘asuransi sosial untuk menghadapi risiko
penyakit’, sehingga pengalihan untuk kebijakan
penanggulangan penurunan angka kelahiran
menyimpang dari tujuan aslinya.

[ERY DTN BABIB ORI | EJLHIL
12o
(Lembaga ini) mengkritik bahwa sistem ini

hanyalah cara untuk mengambil dana dari sumber
yang mudah dipungut.

Make Moral Judgement
(Membuat keputusan

moral)

Media menonjolkan kritik moral terhadap kebijakan
pemerintah yang dinilai tidak adil bagi masyarakat yang
sudah menanggung beban berat.

WYUESEBFASLE WL D3/ZEFABHTEA . 5t
EERRABITHNTEEERENTITIIENE
hE A wy FEHFAIWE W W5 A

LT. BrhREs Rk s — g v

Eiﬁ?‘éﬂttfco
Mereka menyatakan bahwa beban keuangan
asuransi kesehatan sudah berat karena kewajiban
pembayaran iuran, dan pungutan baru akan
semakin menekan kondisi keuangan tersebut.

Treatment
Recommendation
(Menekankan

penyelesaian)

Rekomendasi yang diajukan adalah pencabutan
kebijakan saat ini dan perumusan ulang mekanisme

pendanaan yang lebih tepat dan berkelanjutan.

LA _CL'_.L\) ’(37&\ ‘L\lj'/u ni Hof
BT ICMRE=ZR/EIL, BROSHY A ICDONT K
T3 tWnwetEo I Hol I R4
;%%;ﬁi il 5%&#&6&@5/\“3?‘%@&%

12o

Mereka mendesak pemerintah untuk menarik
kembali proposal tersebut, mendiskusikan
kembali sumber pembiayaan, dan meninjau
ulang desain sistem kebijakan.

Tabel 3.2 Analisis Pemberitaan Asahi Shimbun News 2
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Dalam pemberitaan sampel 2 ini, Asahi Shimbun membingkai kebijakan Dana
Dukungan Pengasuhan Anak sebagai kebijakan yang memiliki cacat mendasar dalam
desain pembiayaan dan karenanya layak untuk dipertanyakan legitimasi serta
keberlanjutannya. Pada elemen define problems, isu tidak diposisikan semata sebagai
kebutuhan pendanaan bagi kebijakan pro natalitas, melainkan sebagai persoalan
ketidaktepatan rancangan kebijakan publik yang berpotensi menimbulkan
ketidakadilan fiskal. Penekanan ini menunjukkan praktik seleksi dan penonjolan aspek
tertentu dari realitas kebijakan untuk mengarahkan perhatian publik pada persoalan
legitimasi, sebagaimana dijelaskan dalam teori framing bahwa media menyoroti aspek
yang dianggap paling problematis untuk membentuk pemaknaan publik (Entman,

1993; Eriyanto, 2002).

Pada elemen diagnose causes, Asahi Shimbun mengatribusikan sumber
masalah pada keputusan pemerintah yang menggunakan dana asuransi kesehatan
publik sebagai sumber pembiayaan kebijakan demografi. Kritik bahwa pemerintah
“mengambil dari sumber yang mudah dipungut” membingkai persoalan sebagai
kegagalan desain institusional, bukan kesalahan masyarakat sebagai pembayar iuran.
Pola atribusi ini konsisten dengan karakter framing kritis media yang menempatkan
negara sebagai aktor utama dalam menciptakan ketimpangan kebijakan, sebagaimana

juga ditemukan dalam analisis framing kebijakan publik oleh (Rossy, 2024).

Dalam make moral judgement, pemberitaan menampilkan penilaian normatif
melalui suara pakar dari lembaga akademik yang menilai kebijakan tersebut tidak adil
dan membebani masyarakat yang telah menghadapi tekanan finansial melalui iuran
asuransi kesehatan. Penilaian moral ini disampaikan bukan melalui opini redaksi
secara langsung, melainkan melalui otoritas ilmiah, sehingga memperkuat legitimasi
kritik dan mengurangi kesan subjektivitas media. Strategi ini sejalan dengan praktik

framing media yang memanfaatkan sumber ahli untuk membangun kredibilitas moral
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dalam pemberitaan kebijakan (Pharr & Krauss, 1996).

Ditinjau dari perspektif konstruksi sosial media massa, pemberitaan ini
memperlihatkan tahap penyusunan materi dengan menyeleksi kritik akademik sebagai
fokus utama, serta tahap distribusi konstruksi realitas dengan menyebarluaskan narasi
bahwa kebijakan tersebut bermasalah secara fundamental. Proses ini berpotensi
membentuk internalisasi realitas di kalangan pembaca, di mana kebijakan pembiayaan
demografi dipahami sebagai persoalan struktural yang menuntut evaluasi menyeluruh,

bukan sekadar penyesuaian teknis (Bungin, 2011).

Pada elemen treatment recommendation, Asahi Shimbun menampilkan
tuntutan agar pemerintah mencabut kebijakan yang ada dan membuka ruang
perdebatan publik yang lebih luas mengenai sumber pendanaan serta desain sistem
yang adil. Rekomendasi ini menunjukkan bahwa solusi yang ditawarkan bersifat
paradigmatik, yakni perubahan cara pandang dalam merancang kebijakan pembiayaan
keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan temuan (Hayakawa et al., 2025) yang
menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan negara dan kebutuhan sosial

masyarakat dalam isu kesejahteraan anak.

Secara keseluruhan, framing yang digunakan Asahi Shimbun dalam berita
sampel 2 ini dapat dikategorikan sebagai framing kritis pengawasan kebijakan, yaitu
framing yang menekankan fungsi media sebagai watchdog terhadap kebijakan publik,
khususnya dalam aspek keadilan dan tata kelola fiskal. Dengan membingkai kritik
akademik sebagai persoalan struktural, media membentuk konstruksi realitas bahwa
kebijakan subsidi pengasuhan anak tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab
institusional negara. Dalam konteks ini, pemberitaan secara implisit mengaitkan peran
Kodomo Kateicho sebagai lembaga yang diharapkan mampu mengoordinasikan

kebijakan lintas kementerian secara lebih sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat,
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sehingga tidak berhenti pada fungsi administratif semata, melainkan berperan strategis

dalam evaluasi kebijakan publik.

LESE»LRN R RANAZ
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terhadap anak di Prefektur Gifu mencapai 2.982 kasus, memecahkan rekor
tertinggi empat tahun berturut-turut ). Terbit pada 06 Agustus 2025

(Shunsuke, 2025).

Elemen Framing Temuan dan Interpretasi
Define Problems Masalah didefinisikan sebagai peningkatan

(Penjelasan masalah) |berkelanjutan jumlah laporan kasus kekerasan terhadap

anak yang menjadi isu serius di tingkat lokal.

FE/IFALBEL n Z5FAHE A
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- Lima Pusat Konsultasi Anak di Prefektur Gifu
menangani 2.982 konsultasi kasus kekerasan
terhadap anak pada tahun fiskal 2024 (data
awal), meningkat 9,4% dibanding tahun
sebelumnya dan memecahkan rekor tertinggi
selama empat tahun berturut-turut.
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Diagnose Causes
(Memperkirakan
masalah atau sumber

masalah)

Penyebab masalah dipandang bukan semata-mata
peningkatan kejadian kekerasan, tetapi juga peningkatan
kesadaran masyarakat dan sistem deteksi dini berkat

kerja sama lintas institusi.

_ %t’c‘,%zr*n%l;tﬁ%%’(bifﬁ%\ sexfff,%%ﬁ' Be
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- Bagian keluarga dan anak  Prefektur
menjelaskan, ‘Koordinasi dengan polisi,
sekolah, dan institusi medis telah berkembang.
Karena itu, laporan dapat diterima sebelum kasus
menjadi  serius, dan kami dapat segera
melakukan intervensi. Selain itu, pemahaman
masyarakat tentang perlakuan yang tidak pantas
terhadap anak semakin berkembang dan ini
mungkin menjadi latar belakang peningkatan
laporan.

Make Moral
Judgement (Membuat

keputusan moral)

Media menyoroti keprihatinan moral terhadap pelaku
kekerasan yang berasal dari keluarga sendiri serta
pentingnya pengakuan publik bahwa kekerasan terhadap

anak adalah masalah serius yang tidak dapat ditoleransi.

—c

SESE LW LARWTEE L g \’Céé\ﬂ( \
- REERF BENERT . MRERS |
¢ n < AYTEEREL L3 YA
% 7 I/7I~ IL\IEE’JI‘ S D4TEIEIS DHIND,

- Kekerasan terhadap anak dikategorikan ke dalam
empat jenis: kekerasan fisik, kekerasan seksual,
penelantaran ~ (neglect), dan  kekerasan
psikologis

CARD Lol ¥ A
- EEELTOWEEBAM . B 1205
) Bh E5 N
(434%) . EX02044F () ok,
- Pelaku utama kekerasan adalah ibu kandung

(1.295 kasus atau 43,4%) dan ayah kandung
(1.294 kasus, persentase sama).

Treatment
Recommendation

(Menekankan

Rekomendasi yang disampaikan adalah peningkatan
kesadaran masyarakat tentang pola asuh tanpa kekerasan
dan pencegahan kekerasan melalui edukasi publik dan
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penyelesaian) intervensi dini.

WiE2¢5 Iz
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- Kodomo Kateicho telah mempublikasikan
panduan bertajuk ‘Untuk Pengasuhan Anak
Tanpa Hukuman Fisik’ di situs web resmi
mereka.

Tabel 3.3 Analisis Pemberitaan Asahi Shimbun News 3

Dalam pemberitaan sampel 3 ini, Asahi Shimbun membingkai peningkatan
laporan kasus kekerasan terhadap anak di Prefektur Gifu sebagai indikator
meningkatnya kesadaran publik dan efektivitas deteksi dini, bukan semata-mata
sebagai tanda memburuknya kondisi sosial. Pada elemen define problems, media
menyoroti kenaikan berkelanjutan jumlah laporan sebagai sinyal bahwa persoalan
kekerasan anak tetap serius dan membutuhkan perhatian berkelanjutan. Penonjolan
data statistik yang memecahkan rekor berfungsi untuk menegaskan urgensi isu,
sejalan dengan prinsip framing bahwa media memilih dan menonjolkan aspek
tertentu untuk membentuk pemaknaan publik.

Pada elemen diagnose causes, Asahi Shimbun mengatribusikan peningkatan
laporan terutama pada meningkatnya kesadaran masyarakat serta membaiknya
kolaborasi lintas sektor antara kepolisian, sekolah, dan layanan medis yang
memungkinkan intervensi lebih cepat. Atribusi sebab yang bersifat institusional ini
memberi makna positif terhadap data yang tampak mengkhawatirkan, sekaligus
mengalihkan fokus dari individualisasi masalah ke kapasitas sistem perlindungan
anak. Pola atribusi semacam ini konsisten dengan temuan kajian kebijakan sosial
yang menekankan peran koordinasi antarlembaga dalam pencegahan dan respons
dini terhadap kekerasan anak (Hayakawa et al., 2025).

Dalam make moral judgement, Asahi Shimbun menampilkan keprihatinan

moral dengan menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran
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yang tidak dapat ditoleransi, terlebih ketika pelaku mayoritas adalah orang tua
kandung. Penilaian moral ini tidak disampaikan melalui retorika sensasional,
melainkan melalui penegasan norma perlindungan anak dan ajakan tanggung jawab
kolektif. Strategi ini selaras dengan praktik framing berbasis human interest yang
bertujuan membangun empati publik tanpa menyederhanakan persoalan menjadi
kriminalitas semata (Entman, 1993; Eriyanto, 2002).

Ditinjau dari perspektif konstruksi sosial media massa, pemberitaan ini
memperlihatkan tahap penyusunan materi melalui seleksi narasumber otoritas lokal
dan data statistik, serta tahap distribusi konstruksi realitas dengan menyebarluaskan
narasi bahwa peningkatan laporan merupakan hasil perbaikan sistem. Proses ini
berpotensi membentuk internalisasi realitas di kalangan pembaca, yakni pemahaman
bahwa pencegahan kekerasan anak bergantung pada kesadaran kolektif dan
koordinasi institusional, bukan sekadar penindakan pascakejadian (Bungin, 2011).
Pada elemen treatment recommendation, Asahi Shimbun menekankan pendekatan
preventif melalui penguatan kesadaran publik, edukasi, dan kolaborasi lintas sektor.
Rekomendasi ini sejalan dengan temuan penelitian (Hosokawa et al., 2023) yang
menekankan pentingnya stabilitas dan dukungan sistemik bagi kesejahteraan anak.
Dengan demikian, solusi yang ditawarkan tidak berhenti pada respons reaktif, tetapi
mendorong penguatan mekanisme pencegahan.

Secara keseluruhan, framing yang digunakan Asahi Shimbun dalam berita
ini dapat dikategorikan sebagai framing empatik preventif, yaitu framing yang
menggabungkan keprihatinan moral dengan orientasi pencegahan berbasis sistem.
Framing ini mengonstruksi realitas bahwa peningkatan laporan kekerasan anak
mencerminkan berfungsinya mekanisme deteksi dan meningkatnya kesadaran
masyarakat, sekaligus menegaskan urgensi penguatan kebijakan perlindungan anak.

Dalam konteks kebijakan nasional, narasi ini secara implisit beririsan dengan
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mandat Kodomo Kateicho dalam mengoordinasikan perlindungan anak lintas sektor

dan lintas wilayah, meskipun nama lembaga tidak disebutkan secara eksplisit.

Dengan demikian, Asahi Shimbun menempatkan isu kekerasan anak sebagai

tantangan sosial yang menuntut respons terkoordinasi dan berkelanjutan, bukan

sekadar pembacaan statistik kriminal.
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4. Analisis pemberitaan dengan judul Tﬁéﬁ ﬂz F;%J Mol & |IA

LA
I ] (Kebijakan pengasuhan anak:

beralih dari “kuantitas” ke “kualitas” untuk mengurangi daftar tunggu dan

mempromosikan multifungsi). Terbit pada 20 Desember 2024 (Yuki, 2024).

Elemen Framing

Temuan dan Interpretasi

Define Problems

(Penjelasan masalah)

Masalah didefinisikan sebagai perlunya perubahan
fokus kebijakan dari ekspansi kuantitatif menuju
peningkatan kualitas layanan perawatan anak.
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- Pada tanggal 20, Badan Anak dan Keluarga
(Kodomo Kateicho) mengumumkan arah baru
kebijakan pengasuhan anak hingga akhir tahun
fiskal 2028. Menyusul penurunan signifikan
jumlah anak dalam daftar tunggu di pusat
penitipan anak, kebijakan pengasuhan anak
yang sebelumnya berfokus pada peningkatan
“kuantitas” untuk mengatasi masalah ini akan
dialihkan ke pendekatan yang lebih
“berkualitas”, termasuk menyediakan
pengasuhan anak yang memenuhi kebutuhan

lokal.
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Diagnose Causes
(Memperkirakan
masalah atau sumber

masalah)

Penyebab perubahan kebijakan diidentifikasi sebagai
menurunnya kebutuhan penambahan kapasitas tempat
penitipan anak karena berkurangnya jumlah anak dalam

daftar tunggu akibat penurunan angka kelahiran.
el #HO LBLT Tb\gbtzjh__iv Ch o
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- Hingga tanggal 1 April tahun ini, jumlah anak
yang berada dalam daftar tunggu untuk
penitipan anak adalah 2.567, turun sekitar
sepersepuluh dari puncaknya pada tahun 2017.

Make Moral Judgement
(Membuat keputusan

moral)

Nilai moral yang diangkat adalah tanggung jawab
pemerintah untuk memastikan pemerataan dan
inklusivitas dalam akses pengasuhan anak, serta
perlunya keadilan sosial bagi anak-anak berkebutuhan

khusus dan tenaga pengasuh.
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- Kami akan menggalakkan berbagai langkah
guna memastikan perawatan anak bermutu
tinggi, seperti pengembangan, konsolidasi, dan
multifungsionalisasi berbagai fasilitas sesuai
dengan kondisi setempat, peningkatan standar
alokasi staf, sistem " "Setiap Anak Dapat
Menghadiri Tempat Penitipan Anak’’, yang
memperbolehkan  anak-anak  menggunakan
tempat penitipan anak tanpa mempedulikan
pekerjaan orang tua mereka, peningkatan sistem
untuk menerima anak-anak berkebutuhan
khusus dan anak-anak yang menerima
perawatan medis, serta peningkatan kondisi
kerja bagi para pekerja perawatan anak.
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Treatment Rekomendasi yang diangkat adalah modernisasi sistem
Recommendation manajemen perawatan anak melalui digitalisasi,
(Menekankan perbaikan kualitas tenaga kerja, dan kebijakan yang

penyelesaian) berorientasi pada kebutuhan keluarga.
ELI3ENLEA oo L2 Ep B
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- Termasuk juga peningkatan efisiensi kerja
melalui transformasi digital untuk mendukung
kebijakan perawatan anak yang berkualitas

tinggi.

Tabel 3.4 Analisis Pemberitaan Asahi Shimbun News 4

Dalam pemberitaan sampel 4 ini, Asahi Shimbun membingkai perubahan arah
kebijakan perawatan anak di Jepang sebagai respons struktural terhadap perubahan
demografis, khususnya menurunnya jumlah anak dalam daftar tunggu pusat penitipan.
Pada elemen define problems, Asahi menegaskan bahwa keberhasilan menekan daftar
tunggu telah menciptakan kondisi kebijakan baru yang menuntut pergeseran paradigma
dari ekspansi kuantitas fasilitas menuju peningkatan kualitas layanan pengasuhan.
Penonjolan isu kualitas ini menunjukkan praktik seleksi dan penekanan aspek tertentu
dari realitas kebijakan untuk mengarahkan perhatian publik pada standar layanan dan
kebutuhan anak yang beragam.

Pada elemen diagnose causes, media mengaitkan perubahan kebijakan dengan
penurunan signifikan jumlah anak dalam daftar tunggu sebagai konsekuensi dari
menurunnya angka kelahiran nasional. Atribusi sebab ini menempatkan perubahan
demografi sebagai faktor struktural yang mengharuskan penyesuaian orientasi
kebijakan dari pembangunan kapasitas menuju peningkatan mutu. Pola atribusi tersebut
sejalan dengan kajian kebijakan sosial yang menekankan pentingnya adaptasi kebijakan
berbasis konteks demografis dan kebutuhan lokal (Hayakawa et al., 2025).

Dalam make moral judgement, Asahi Shimbun menekankan keadilan sosial

dan kesejahteraan sebagai standar moral kebijakan, dengan menyoroti pemerataan
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akses, pemenuhan kebutuhan anak disabilitas, fleksibilitas bagi orang tua dengan
status kerja berbeda, serta perbaikan kondisi dan standar tenaga pengasuh. Penilaian
moral ini menegaskan bahwa tanggung jawab negara tidak berhenti pada penyediaan
fasilitas, melainkan mencakup kualitas kehidupan anak dan tenaga pengasuh sebagai
aktor kunci layanan. Strategi framing ini mencerminkan orientasi evaluatif yang
menilai kebijakan berdasarkan dampak sosialnya, bukan capaian angka semata
(Entman, 1993).

Ditinjau dari perspektif konstruksi sosial media massa, pemberitaan ini
menunjukkan tahap penyusunan materi melalui seleksi data daftar tunggu dan
kebijakan turunan, serta tahap distribusi konstruksi realitas dengan menyebarluaskan
narasi pergeseran paradigma kualitas. Proses ini berpotensi membentuk internalisasi
realitas di kalangan pembaca bahwa keberhasilan kebijakan harus diukur dari mutu
layanan dan keadilan akses, bukan hanya penurunan angka administratif (Bungin,
2011).

Pada elemen treatment recommendation, Asahi Shimbun merekomendasikan
reformasi sistemik melalui modernisasi dan digitalisasi administrasi pengasuhan anak
sebagai strategi efisiensi dan inovasi layanan publik. Rekomendasi ini menempatkan
transformasi digital sebagai sarana untuk menjamin keberlanjutan sistem pengasuhan
di tengah perubahan demografis, sejalan dengan temuan penelitian kebijakan yang
menekankan perlunya pembaruan tata kelola untuk meningkatkan kualitas layanan
sosial (Rossy, 2024).

Secara keseluruhan, framing yang digunakan Asahi Shimbun dalam berita ini
dapat dikategorikan sebagai framing evaluatif progresif, yakni framing yang menilai
kebijakan berdasarkan kualitas dampak sosial dan mendorong pembaruan sistemik.
Framing ini mengonstruksi realitas bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung

jawab moral dan sosial negara yang menuntut koordinasi kebijakan lintas sektor.
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Dalam konteks kebijakan nasional, narasi tersebut beririsan dengan mandat Kodomo
Kateicho sebagai pengarah kebijakan pengasuhan anak yang berorientasi mutu dan
pemerataan, meskipun lembaga tidak disebutkan secara eksplisit. Dengan demikian,
Asahi menempatkan transisi dari kuantitas ke kualitas sebagai agenda kebijakan yang

krusial dalam menghadapi realitas demografis Jepang.

BOPY n<e 5p5LE<TVESLS

5. Analisis pemberitaan dengan judul [EAADFETERRIR f\\ e lel:t
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SWS AL (AN 3&7L

[HFEEN ] B 5%E T (Penyediaan makan siang di penitipan anak

saat libur musim panas menghadapi hambatan: ‘Tidak Menguntungkan’, kata

beberapa penyedia jasa). Terbit pada 11 Agustus 2023 (Chisato, 2023).

Elemen Framing Temuan dan Interpretasi
Define Problems Masalah didefinisikan sebagai beban tambahan bagi

(Penjelasan masalah) |orang tua selama liburan sekolah dalam menyiapkan
makan siang anak-anak di layanan penitipan anak.
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- Musim libur panas sedang berlangsung. Bagi
orang tua yang menitipkan anaknya di penitipan
anak setelah sekolah (Gakudo Hoiku), ini adalah
masa yang membuat mereka bingung soal
penyediaan makan siang.
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Diagnose Causes
(Memperkirakan
masalah atau sumber

masalah)

Penyebabnya adalah kendala logistik dan finansial
dalam penyediaan makanan, serta minimnya insentif

bagi penyedia jasa.
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- Bahkan jika menggunakan layanan Kkatering,
tidak selalu ada penyedia yang bisa menyiapkan
makanan dalam jumlah besar di sekitar lokasi.
Karena dianggap tidak menguntungkan secara
finansial, banyak penyedia yang menolak
bekerja sama meski diminta oleh pemerintah.

Make Moral
Judgement (Membuat

keputusan moral)

Nilai moral yang ditonjolkan adalah pentingnya

kebijakan yang adil dan fleksibel bagi semua keluarga,

tanpa menghakimi pilihan orang tua.
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- Ada orang tua yang ingin menyiapkan bekal
sendiri untuk anaknya, tapi ada juga yang
menganggap hal itu sebagai beban. Akan lebih
baik jika tersedia pilihan agar orang tua bisa
memilih.

N Vi

Treatment
Recommendation
(Menekankan

penyelesaian)

Rekomendasi solusi yang diusulkan adalah pendekatan
berbasis komunitas yang menyesuaikan kebijakan

dengan kondisi daerah lokal, bukan sistem nasional.
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- Badan Anak dan Keluarga menyerukan kepada
pemerintah daerah agar meninjau kembali
sistem penyediaan makan siang dengan

menyesuaikan pada kondisi dan kebutuhan tiap
daerah.

Tabel 3.5 Analisis Pemberitaan Asahi Shimbun News 5

Dalam pemberitaan sampel 5 ini, Asahi Shimbun membingkai persoalan
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kesulitan penyediaan makan siang anak selama liburan sekolah sebagai masalah
keseharian keluarga yang merefleksikan ketidaksinkronan antara kebutuhan sosial dan
kesiapan sistem pengasuhan publik. Pada elemen define problems, beban tambahan
orang tua terutama keluarga dengan kedua orang tua bekerja dan bergantung pada
layanan Penitipan Anak (Gakudo Hoiku) ditonjolkan sebagai isu utama. Penekanan
pada pengalaman sehari-hari keluarga menunjukkan praktik seleksi dan penonjolan
aspek realitas yang dekat dengan pembaca, selaras dengan prinsip framing bahwa
media mengarahkan perhatian publik pada dimensi yang paling bermakna secara sosial.

Pada elemen diagnose causes, Asahi Shimbun menjelaskan hambatan sebagai
kombinasi faktor ekonomi dan logistik, yakni tingginya biaya operasional dan
rendahnya margin keuntungan bagi penyedia layanan makanan. Atribusi sebab ini
menggeser pemaknaan dari sekadar “kegagalan kebijakan” menjadi kendala struktural
pasar dan tata kelola, sehingga pembaca memahami persoalan secara realistis dan
berlapis. Pola ini sejalan dengan kajian kebijakan sosial yang menekankan pentingnya
keselarasan antara desain kebijakan dan insentif operasional penyedia layanan
(Hayakawa et al., 2025).

Dalam make moral judgement, Asahi Shimbun tidak memaosisikan aktor tertentu
sebagai pihak yang patut disalahkan, melainkan menekankan nilai keadilan, empati,
dan fleksibilitas kebijakan. Dengan menampilkan pandangan seimbang antara orang
tua yang memilih menyiapkan bekal sendiri dan mereka yang terhambat oleh
keterbatasan waktu dan sumber daya, media membangun framing human interest yang
menormalkan beragam pilihan individu tanpa stigmatisasi (Eriyanto, 2002).

Ditinjau melalui perspektif konstruksi sosial media massa, pemberitaan ini
memperlihatkan tahap penyusunan materi melalui pemilihan kisah keseharian keluarga
dan kendala penyedia layanan, serta tahap distribusi konstruksi realitas dengan

menyebarluaskan narasi bahwa masalah nutrisi anak selama liburan adalah isu



53

kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan keluarga. Proses ini berpotensi
membentuk internalisasi realitas di kalangan pembaca bahwa pemenuhan kebutuhan
dasar anak memerlukan dukungan kebijakan yang adaptif dan sensitif terhadap konteks
lokal (Bungin, 2011).

Pada elemen treatment recommendation, solusi yang ditampilkan bersifat sosial
adaptif, yakni penyesuaian kebijakan sesuai karakteristik daerah serta penguatan
koordinasi agar tidak memaksakan satu model nasional. Rekomendasi ini konsisten
dengan temuan riset yang menekankan pentingnya kebijakan berbasis konteks dan
kolaborasi multiaktor dalam isu kesejahteraan anak (Hosokawa et al., 2023).

Secara keseluruhan, framing yang digunakan Asahi Shimbun dalam berita
sampel 5 ini dapat dikategorikan sebagai framing humanis realistis, yaitu framing yang
mengaitkan kebijakan dengan pengalaman hidup keluarga sekaligus menyoroti batasan
struktural implementasi. Framing ini mengonstruksi realitas bahwa isu teknis seperti
penyediaan makan siang selama liburan merupakan bagian dari mandat kebijakan
kesejahteraan anak yang lebih luas. Dalam konteks kelembagaan, narasi tersebut
beririsan dengan peran Kodomo Kateichd dalam mengoordinasikan kebijakan
pengasuhan secara komprehensif termasuk menutup celah kebijakan melalui subsidi
atau reformasi mekanisme kerja sama dengan penyedia layanan meskipun lembaga

tidak selalu disebutkan secara eksplisit.
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6. Analisis pemberitaan dengan judul [ (#t&%) FHEERER REEFEL

A=)

WL ;bﬁ.ﬂ((Editorial) Mengurangi daftar tunggu penitipan anak: Masih

banyak tantangan yang harus dihadapi). Terbit pada 19 September 2023 (&

%£E8 A.S. D, 2023).
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Elemen Framing

Temuan dan Interpretasi

Define Problems

(Penjelasan masalah)

Masalah utama yang diangkat adalah ketimpangan akses
layanan penitipan anak antara kota dan daerah, serta

penurunan kualitas akibat kekurangan tenaga kerja.
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Jumlah anak yang tidak bisa masuk ke tempat
penitipan meskipun sudah mendaftar memang
menurun dibanding tahun sebelumnya. Namun,
di wilayah perkotaan masih banyak daerah yang
belum bisa mengatasi masalah ini. Kekurangan
tenaga kerja dan isu keselamatan anak
menjadikan peningkatan kualitas perawatan
anak sebagai hal yang mendesak.

=R

Diagnose Causes
(Memperkirakan
masalah atau sumber

masalah)

Penyebabnya bukan semata perbaikan sistem, tetapi
juga dampak sosial dari menurunnya angka kelahiran
dan perubahan pola kerja keluarga.

ELWELLES 5 kW Eoa) N 3 A
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Banyak daerah yang melaporkan penurunan
jumlah anak daftar tunggu karena perbaikan
fasilitas. =~ Namun, faktor lain  seperti
meningkatnya jumlah orang tua yang
mengambil cuti melahirkan lebih lama dan
tingkat kelahiran yang lebih rendah dari
perkiraan juga menjadi penyebab utama.
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Make Moral Nilai moral yang disampaikan adalah pentingnya peran
Judgement (Membuat |negara dalam menyediakan dukungan menyeluruh bagi
keputusan moral) keluarga, bukan hanya yang bekerja tetapi juga yang

rentan secara sosial.
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- Peran layanan penitipan anak semakin penting.
Pemerintah mencanangkan sistem Kodomo
Dare Demo Tsiien (Anak mana pun bisa masuk
TK) agar semua keluarga, termasuk yang tidak
bekerja, dapat memanfaatkannya. Ini karena
masih banyak orang tua yang merasa kesepian
dan kesulitan dalam mengasuh anak.

Treatment Solusi yang direkomendasikan adalah meningkatkan
Recommendation kesejahteraan tenaga pengasuh anak serta menjamin
(Menekankan pendanaan berkelanjutan agar sistem perawatan anak
penyelesaian) tetap berjalan dengan baik.
F w <L E W5 TH 2 PF? 2 LA A
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- Pemerlntah berencana memperkuat dukungan
bagi fasilitas dengan staf pengasuh tambahan
serta meninjau kembali kesejahteraan tenaga
pengasuh. Diharapkan pemerintah  dapat
memastikan sumber dana yang stabil dan
menjalankannya secara konsisten.

Tabel 3.6 Analisis Pemberitaan Asahi Shimbun News 6
Dalam berita editorial sampel 6 ini, Asahi Shimbun membingkai penurunan
jumlah anak dalam daftar tunggu (7aiki Jido) sebagai kemajuan administratif yang
belum menuntaskan persoalan struktural dalam sistem pengasuhan anak. Pada
elemen define problems, media menampilkan persoalan secara berimbang

meskipun angka daftar tunggu menurun, kualitas layanan dan ketersediaan tenaga
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pengasuh terutama di wilayah perkotaan masih menjadi masalah utama. Penonjolan
ini mencerminkan praktik framing yang menggeser fokus dari capaian angka ke

dampak substantif kebijakan terhadap kesejahteraan keluarga.

Pada elemen diagnose causes, Asahi Shimbun mengaitkan situasi tersebut
dengan dinamika sosial ekonomi seperti menurunnya angka kelahiran dan
meningkatnya orang tua yang mengambil cuti panjang. Atribusi sebab yang bersifat
struktural ini menempatkan persoalan bukan sebagai kegagalan satu kebijakan
tunggal, melainkan sebagai konsekuensi perubahan sosial yang kompleks. Pola ini
sejalan dengan kajian kebijakan sosial yang menekankan pentingnya membaca isu
pengasuhan anak dalam konteks demografi dan pasar kerja yang berubah

(Hayakawa et al., 2025).

Dalam make moral judgement, Asahi Shimbun menegaskan tanggung jawab
moral negara untuk menjamin kesejahteraan seluruh keluarga, termasuk mereka
yang tidak terhubung langsung dengan pasar kerja formal. Penilaian moral ini
memperluas kerangka evaluasi kebijakan dari orientasi ekonomi menuju dimensi
kemanusiaan seperti kesepian orang tua, beban pengasuhan, dan dukungan
emosional yang sering terabaikan dalam indikator administratif. Strategi ini
mencerminkan framing evaluatif yang menilai kebijakan berdasarkan kualitas

kehidupan sosial, bukan semata efisiensi (Entman, 1993).

Ditinjau dari perspektif konstruksi sosial media massa, editorial ini
menunjukkan tahap penyusunan materi melalui pemilihan data penurunan Taiki
Jido yang diimbangi dengan narasi kualitas layanan, serta tahap distribusi
konstruksi realitas dengan menyebarluaskan pemaknaan bahwa penurunan angka
belum identik dengan keberhasilan sistem. Proses ini berpotensi membentuk

internalisasi realitas di kalangan pembaca bahwa reformasi pengasuhan anak harus
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menekankan mutu layanan dan kesejahteraan tenaga pengasuh (Bungin, 2011).

Pada elemen treatment recommendation, Asahi Shimbun menawarkan solusi
realistis dan berkelanjutan, seperti peningkatan dukungan fasilitas, perbaikan
kondisi kerja dan kesejahteraan pengasuh anak, serta penjaminan pendanaan yang
stabil. Rekomendasi ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas tidak dapat
dicapai hanya dengan menambah jumlah fasilitas, tetapi memerlukan reformasi
kondisi kerja dan perlindungan tenaga pengasuh sejalan dengan temuan penelitian

tentang pentingnya faktor sistemik dalam kesejahteraan anak (Rossy, 2024).

Secara keseluruhan, framing yang digunakan Asahi Shimbun dalam berita
editorial sampel 6 ini dapat dikategorikan sebagai framing empatik keadilan sosial,
yakni framing yang mengakui kemajuan kebijakan sambil menekankan kewajiban
moral negara untuk menyelesaikan persoalan struktural yang tersisa. Narasi
editorial ini secara implisit mengaitkan tanggung jawab Kodomo Kateichéo sebagai
lembaga baru yang diharapkan mampu mempercepat reformasi khususnya dalam
pemerataan layanan, peningkatan kualitas tenaga pengasuh, dan penguatan
anggaran. Dengan demikian, Asahi menempatkan penurunan T7aiki Jidé bukan
sebagai titik akhir, melainkan sebagai peluang evaluasi mendalam terhadap kualitas

sistem pengasuhan anak di Jepang.

o

OPY HrtA  DAEL

Ly
7. Analisis pemberitaan dengan judul [ (#t5%) RXVbEERA ZTELRE

B 2<
KADYEB]((Editorial) Orang dewasa menciptakan lingkungan yang aman

secara daring dan selama liburan musim panas). Terbit pada 25 Juli 2025 (#&

#EE8 A S. D., 2025).
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Elemen Framing

Temuan dan Interpretasi

Define Problems

(Penjelasan masalah)

Masalah yang didefinisikan adalah meningkatnya
paparan anak terhadap bahaya internet selama liburan,
termasuk risiko kekerasan seksual digital dan

kecanduan.

L FLERMUI-Ryl RSB 3 5%
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- Selama liburan musim panas, anak-anak
menghabiskan lebih banyak waktu di internet.
Banyak orang tua yang khawatir terhadap
berbagai risiko seperti dampak psikologis,
kesehatan, dan tindak kejahatan daring.

Diagnose Causes
(Memperkirakan
masalah atau sumber

masalah)

Penyebab masalahnya adalah keterlambatan kebijakan
pemerintah  yang tidak mampu  mengikuti
perkembangan teknologi digital dan pola perilaku

daring anak.
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- Kebijakan pemerintah yang ada memiliki
batasan. Berdasarkan Undang-Undang
Lingkungan Internet Remaja tahun 2008,
langkah utama yang diambil hanyalah
penyebaran sistem penyaringan dan pendidikan,
padahal lingkungan digital berubah sangat
cepat.

i
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Make Moral
Judgement (Membuat

keputusan moral)

Nilai moral yang disampaikan adalah tanggung jawab
moral orang dewasa baik itu orang tua maupun
pemerintah untuk menciptakan lingkungan digital yang

aman bagi anak.

L R PEEEBEICUR IS IR NESD. KA
CEBILREEH,

- Masih banyak hal yang bisa dilakukan orang
dewasa agar anak-anak tidak dibiarkan

menghadapi risiko tanpa perlindungan.
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Treatment Solusi yang disarankan adalah kombinasi antara
Recommendation pengawasan aktif pemerintah dan pembentukan aturan
(Menekankan baru yang tegas apabila pendekatan sukarela perusahaan
penyelesaian) IT tidak memadai.

Lot S EESLY LlLyTs EWES

L PREELoAYITRL. SEE0BREHANE

“U SHEAEDS \ U?iﬁ‘l’!b\ kS
RESMEE LW BN, 2EESEE3
HEI RS LTELL,

- Pemerintah perlu memahami kondisi nyata, dan
bila langkah sukarela dari pihak penyedia
layanan belum efektif, regulasi yang memiliki
kekuatan hukum harus dipertimbangkan.

Tabel 3.7 Analisis Pemberitaan Asahi Shimbun News 7

Dalam berita editorial sampel 7 ini, Asahi Shimbun membingkai kecemasan
atas penggunaan internet oleh anak-anak selama liburan musim panas sebagai
tantangan sosial moral di era digital, bukan semata persoalan teknis teknologi. Pada
elemen define problems, Asahi menempatkan peningkatan waktu anak di ruang
digital sebagai persoalan yang berdampak pada dimensi sosial dan emosional
keluarga modern. Penekanan ini menunjukkan praktik framing yang memperluas
definisi masalah dari risiko teknologis menuju implikasi kesejahteraan anak, sejalan
dengan prinsip framing bahwa media menyeleksi dan menonjolkan aspek realitas

yang dianggap paling bermakna bagi publik (Eriyanto, 2002).

Pada elemen diagnose causes, Asahi Shimbun mengkritik keterlambatan
respons kebijakan yang masih bergantung pada pendekatan lama seperti filtering
dan edukasi dasar, yang dinilai kurang memadai menghadapi ekosistem media
sosial dan perkembangan kecerdasan buatan. Atribusi sebab ini bersifat struktural
dan kontekstual menempatkan masalah pada kesenjangan antara laju inovasi digital
dan kapasitas regulasi tanpa menyederhanakan isu sebagai kesalahan individu. Pola
atribusi ini konsisten dengan karakter framing kritis yang mendorong pembaruan

kebijakan seiring perubahan sosial (Entman, 1993).
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Dalam make moral judgement, berita editorial sampel 7 ini menegaskan
tanggung jawab moral kolektif orang dewasa untuk melindungi anak di ruang
digital. Asahi mengajak keluarga dan masyarakat untuk terlibat aktif melalui literasi
digital dan penguatan kesadaran hak tubuh anak (my body, my rights), alih-alih
menyerahkan sepenuhnya pada negara atau industri teknologi. Penilaian moral
tersebut disampaikan secara normatif edukatif, membangun empati dan rasa
tanggung jawab bersama tanpa sensasionalisme sejalan dengan praktik framing

berbasis human interest yang bertujuan membentuk kesadaran sosial.

Ditinjau dari perspektif konstruksi sosial media massa, berita editorial
sampel 7 ini memperlihatkan tahap penyusunan materi melalui pemilihan isu resiko
digital yang dekat dengan kehidupan keluarga, serta tahap distribusi konstruksi
realitas dengan menyebarluaskan narasi bahwa perlindungan anak di dunia maya
adalah agenda publik yang mendesak. Proses ini berpotensi membentuk
internalisasi realitas di kalangan pembaca, yakni pemahaman bahwa keamanan
digital anak menuntut perubahan perilaku sosial dan kebijakan yang adaptif

(Bungin, 2011).

Pada elemen treatment recommendation, Asahi Shimbun menekankan
sinergi  keluarga masyarakat negara, dengan mendorong penguatan peran
pemerintah dalam pengawasan serta kemungkinan penerapan regulasi yang lebih
tegas apabila pendekatan sukarela industri digital tidak efektif. Rekomendasi ini
menempatkan negara sebagai pengarah kebijakan, sembari menegaskan peran aktif
masyarakat dalam pencegahan sejalan dengan temuan kajian kebijakan sosial yang
menekankan kolaborasi multiaktor dalam perlindungan anak (Hayakawa et al.,

2025).

Secara keseluruhan, framing yang digunakan Asahi Shimbun dalam berita
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editorial sampel 7 ini dapat dikategorikan sebagai framing normatif edukatif, yaitu
framing yang menekankan dimensi moral, literasi, dan tanggung jawab kolektif
dalam menghadapi risiko digital. Framing ini mengonstruksi realitas bahwa
keselamatan anak di dunia maya merupakan isu kebijakan yang berkembang dan
menuntut adaptasi berkelanjutan. Dalam konteks kelembagaan, narasi tersebut
beririsan dengan mandat Kodomo Kateicho untuk melindungi anak dari resiko non
fisik termasuk resiko digital melalui pengembangan kebijakan literasi digital,
pencegahan kecanduan internet, dan perlindungan data anak. Dengan demikian,
Asahi menegaskan perlunya kebijakan yang mengikuti percepatan perubahan sosial,

bukan bertumpu pada pendekatan tradisional semata.

Berdasarkan analisis terhadap tujuh sampel pemberitaan Asahi Shimbun
mengenai pembentukan Badan Anak dan Keluarga (Kodomo Kateicho), dapat
diidentifikasi pola framing yang relatif konsisten dalam mengonstruksi isu anak dan
keluarga di Jepang. Melalui keempat elemen framing Robert N. Entman yakni
define problems, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment
recommendation. Asahi Shimbun secara sistematis memposisikan kebijakan
pembentukan Badan Anak dan Keluarga (Kodomo Kateicho) tidak semata-mata
sebagai langkah administratif, melainkan sebagai respons terhadap persoalan sosial
yang bersifat struktural, seperti ketimpangan gender, tekanan ekonomi keluarga,
perubahan pola kerja, serta tanggung jawab moral negara terhadap kesejahteraan

anak.

Secara umum, Asahi Shimbun membingkai Badan Anak dan Keluarga
(Kodomo Kateichd) sebagai institusi yang diperlukan dan relevan dalam
menghadapi tantangan demografis Jepang, namun sekaligus menampilkan framing

yang bersifat kritis evaluatif terhadap kinerja dan arah kebijakan yang diambil.
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Media ini cenderung menekankan bahwa keberhasilan lembaga tersebut tidak dapat
diukur hanya melalui capaian administratif atau angka statistik, tetapi harus dilihat
dari sejauh mana kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan nyata
keluarga modern. Penekanan pada aspek moral, humanistik, dan keadilan sosial
dalam berbagai sampel menunjukkan bahwa Asahi Shimbun mengarahkan
pembaca untuk mengevaluasi kebijakan publik berdasarkan dampaknya terhadap

kualitas kehidupan anak dan keluarga.

Jika ditinjau melalui perspektif konstruksi sosial media massa, pola
pemberitaan Asahi Shimbun menunjukkan proses konstruksi realitas yang
konsisten, mulai dari penyusunan materi berita yang menonjolkan suara pakar,
pengalaman keluarga, dan data sosial, hingga distribusi konstruksi realitas yang
membingkai isu anak dan keluarga sebagai agenda publik yang mendesak. Proses
ini berpotensi membentuk internalisasi realitas di kalangan pembaca bahwa
persoalan kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab kolektif yang menuntut
reformasi kebijakan jangka panjang, bukan solusi parsial. Dengan demikian, Asahi
Shimbun berperan aktif dalam membangun kesadaran publik mengenai pentingnya

pendekatan struktural dan lintas sektor dalam kebijakan anak dan keluarga.

Kritik Asahi Shimbun terhadap Badan Anak dan Keluarga (Kodomo
Kateicho) disampaikan secara implisit dan simbolik, dengan menyoroti kekurangan
sistemik tanpa menegaskan legitimasi lembaga. Pendekatan ini mencerminkan
posisi ideologis media yang mendukung keberadaan lembaga tersebut, namun tetap
menuntut akuntabilitas dan pembaruan kebijakan. Dengan demikian, framing Asahi
Shimbun merepresentasikan jurnalisme progresif yang memadukan dukungan
terhadap kebijakan publik dengan fungsi pengawasan kritis terhadap dampak

kebijakan bagi kesejahteraan anak dan keluarga di Jepang.
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Analisis Pemberitaan dari Yomiuri Shimbun

SLhftunel 25%

Analisis pemberitaan dengan judul [hFE T tﬁnﬁfﬁtﬁi
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penanggulangan penurunan angka kelahiran: Program percobaan “siapa pun
bisa mengakses Layanan Penitipan Anak”...Kekhawatiran kekurangan

tenaga pendidik semakin membesar, namun kebutuhan layanan meningkat).

Terbit pada 19 Oktober 2024 (JREEEE Y. S. 0., 2024).

Elemen Framing Temuan dan Interpretasi

Define Problems Isu didefinisikan sebagai tantangan demografi dan

(Penjelasan masalah) |keterbatasan sumber daya manusia dalam layanan

penitipan anak.

LpS5FVWALE L&ESLAEWEL Cw &> Z5Th .
. REEE AT EtEE A LS,
B RF B AR E L LTa5 R LE.
EZL B335  MAlL EVCL#ED  U&S
Y e - K T
[zrEdcEBEAE 1N ENTEETaN T
Y &5 WolF>5 FANMCLOL FULWCLAZWL

%o %'Jﬁﬁ?b"ii; 7. AR EH R AMO

TE&L\D% Eh‘_LB(;tth‘é

- Dalam pemilu DPR Jepang, kebijakan
penanggulangan penurunan angka kelahiran
menjadi isu penting. Program baru pemerintah,
Kodomo Dare Demo Tsiien Seido Yyang
memungkinkan semua anak dapat menggunakan
fasilitas penitipan anak tanpa memandang status
kerja orang tua, Kkini sedang diuji coba di
prefektur ini. Namun, meskipun penggunaannya
berkembang, implementasi penuh menghadapi
kendala kekurangan tenaga pendidik (hoikushi).

Diagnose Causes Penyebab masalah dilihat dari rendahnya angka kelahiran,
(Memperkirakan meningkatnya permintaan layanan penitipan, dan
masalah atau sumber  |keterbatasan tenaga pendidik.
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- Permintaan akan layanan penitipan anak tinggi.
Tingkat fertilitas total di prefektur ini mencapai
1,19 — rekor terendah — sehingga memperkuat
urgensi dukungan pengasuhan anak.
Jika program baru ini dijalankan secara penuh, ada
kekhawatiran akan memperburuk kekurangan
tenaga pendidik.

Make Moral Menunjukkan  keharusan moral pemerintah  dan
Judgement (Membuat |masyarakat untuk mendukung keluarga muda melalui

keputusan moral) kebijakan kerja dan Iayanan publik yang memadai.

KEPAELS
- @J SHNSTE % 7T ééﬂ“‘ziﬁf/ﬁiﬁ
- Lingkungan kerja yang memungkinkan orang tua

bekerja sambil membesarkan anak.
50 & [F L 9]

- HEORE - I:X(DE{FO
- Perbaikan layanan penitipan di tingkat lokal.

Treatment Peningkatan dukungan dan subsidi oleh pemerintah pusat,
Recommendation perbaikan distribusi tenaga pendidik, dan penguatan
(Menekankan layanan di tingkat lokal.
penyelesaian) - HENRORZELEESIANBILEML
LYo
- Masih su_lit_untuk menerima semua calon peserta
program ini.

- Hi (iﬁzﬂz@) BAOXIEEFE 5 LTELL,

- Kami berharap pemerintah pusat memperkuat
dukungan bagi orang tua di daerah.

Tabel 3.8 Analisis Pemberitaan Yomiuri Shimbun News 1
Dalam pemberitaan sampel 1 ini, Yomiuri Shimbun membingkai program
Kodomo Dare Demo Tsiien sebagai kebijakan afirmatif negara dalam merespons
penurunan angka kelahiran dengan memperluas akses penitipan anak tanpa

mensyaratkan status pekerjaan orang tua. Pada elemen define problems, isu
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diposisikan sebagai kebutuhan mendesak untuk memperkuat dukungan pengasuhan
anak di tengah perubahan demografis. Namun, sejak awal narasi, Yomiuri
menonjolkan tantangan implementatif berupa kekurangan tenaga pendidik (hoikushi)
sebagai hambatan utama yang berpotensi memengaruhi efektivitas program.
Penonjolan aspek implementasi ini mencerminkan praktik framing yang
menempatkan keberhasilan kebijakan pada kesiapan sistem, bukan pada perdebatan
normatif kebijakan itu sendiri (Entman, 1993; Eriyanto, 2002).

Pada elemen diagnose causes, Yomiuri Shimbun mengaitkan tekanan
terhadap fasilitas penitipan anak dengan meningkatnya permintaan layanan akibat
perubahan struktur keluarga, meningkatnya partisipasi kerja perempuan, serta
rendahnya tingkat kelahiran. Kekurangan tenaga pendidik diposisikan sebagai
persoalan struktural yang telah berlangsung lama, sehingga problem utama tidak
diarahkan pada desain kebijakan, melainkan pada keterbatasan sumber daya manusia
dan distribusinya. Pola atribusi sebab ini sejalan dengan karakter framing media arus
utama yang cenderung menekankan kendala teknis dan administratif dalam
pelaksanaan kebijakan publik (Pharr & Krauss, 1996).

Dalam make moral judgement, Yomiuri Shimbun memandang persoalan
tersebut sebagai tanggung jawab kolektif pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
dunia kerja untuk menciptakan lingkungan yang ramah keluarga. Penilaian moral ini
tidak disampaikan dalam bentuk kritik konfrontatif, melainkan melalui penegasan
kewajiban institusional negara dalam menjamin kelancaran implementasi kebijakan.
Pendekatan ini mencerminkan framing normatif institusional yang menekankan
stabilitas sistem dan peran negara sebagai pengelola kebijakan publik (Freeman,
2000).

Jika ditinjau dari perspektif konstruksi sosial media massa, pemberitaan ini

memperlihatkan tahap penyusunan materi melalui seleksi isu kekurangan tenaga
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pendidik sebagai fokus utama, serta tahap distribusi konstruksi realitas dengan
menyebarluaskan narasi bahwa tantangan kebijakan terletak pada aspek operasional.
Proses ini berpotensi membentuk internalisasi realitas di kalangan pembaca bahwa
keberhasilan program pengasuhan anak sangat bergantung pada kapasitas birokrasi
dan kesiapan sumber daya, bukan pada perdebatan ideologis kebijakan (Bungin,
2011).

Pada elemen treatment recommendation, Yomiuri Shimbun mengarahkan
solusi pada penguatan dukungan finansial dan infrastruktur oleh pemerintah pusat,
serta perbaikan distribusi tenaga pendidik agar implementasi program tidak
menimbulkan ketimpangan antardaerah. Rekomendasi ini menegaskan pendekatan
pragmatis administratif, yakni memperbaiki mekanisme pelaksanaan tanpa
mempertanyakan legitimasi kebijakan. Pendekatan semacam ini sejalan dengan
framing kebijakan publik yang menekankan efektivitas dan stabilitas sistem sebagai
indikator keberhasilan (Rossy, 2024).

Secara keseluruhan, framing yang digunakan Yomiuri Shimbun dalam berita
sampel 1 ini dapat dikategorikan sebagai framing afirmatif pragmatis, yaitu framing
yang mendukung kebijakan negara sambil mengakui kendala implementasi di
lapangan. Framing ini mengonstruksi realitas bahwa program Kodomo Dare Demo
Tsiien merupakan langkah konkret pemerintah yang perlu diperkuat melalui
peningkatan kapasitas institusional. Dalam konteks kelembagaan, narasi tersebut
beririsan dengan peran Badan Anak dan Keluarga (Kodomo Kateicho) sebagali
koordinator kebijakan keluarga, dengan harapan tersirat agar lembaga ini mampu
menyeimbangkan perluasan akses layanan dengan peningkatan kualitas dan

ketersediaan tenaga pengasuh anak.

5 Lo5E£5LRANCL
2. Analisis pemberitaan dengan judul [ O & Y FBRE O MEZELF .
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pekerjaan bagi keluarga orang tua tunggal, peningkatan subsidi pelatihan

sertifikasi... Bertujuan mendorong kemandirian ekonomi). Terbit pada 19

Maret 2024 (fRE2ZB Y. S. 0., 2024).

Elemen Framing Temuan dan Interpretasi
Define Problems Masalah didefinisikan sebagai keterbatasan akses

(Penjelasan masalah) |keluarga orang tua tunggal terhadap pendidikan dan

pelatihan kerja yang memadai untuk keluar dari masalah

kemiskinan.
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- Mulai tahun fiskal baru, Badan Anak dan
Keluarga (Kodomo Kateicho) akan memperkuat
dukungan bagi keluarga orang tua tunggal untuk
memperoleh pekerjaan. Dalam program subsidi
pendidikan untuk memperoleh  kualifikasi
profesional seperti perawat, pekerja perawatan
lansia, dan guru penitipan anak, batasan
pendapatan dihapus dan besaran subsidi
dinaikkan hingga 85% dari biaya kursus (batas
tahunan 600.000 yen).

Diagnose Causes Penyebab masalah diidentifikasi sebagai batasan

i

(Memperkirakan kebijakan yang tidak inklusif dan menghalangi akses
masalah atau sumber  keluarga rentan untuk memperbaiki kondisi ekonomi.

masalah) b EBLLESIELLLS  BALS)
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- Sebelumnya, keluarga orang tua tunggal dengan
satu anak hanya bisa menerima subsidi bila
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pendapatan tahunan di bawah 3,65 juta yen, tetapi
ke depan batasan pendapatan akan dihapus,
sehingga semua orang tua tunggal yang
mengasuh anak dapat menerima dukungan.

Make Moral
Judgement (Membuat

keputusan moral)

Nilai moral yang ditonjolkan adalah keadilan sosial dan
tanggung jawab negara untuk mengatasi kesenjangan

ekonomi yang membatasi kesempatan keluarga rentan.
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- Menurut  survei  Kementerian  Kesehatan,
Perburuhan, dan Kesejahteraan tahun 2021
terhadap 2.653 keluarga ibu tunggal, 86,3%
bekerja, tetapi hampir 40% di antaranya bekerja
paruh waktu atau paruh kontrak. Pendapatan
tahunan rata-rata hanya 2,72 juta yen. Kodomo
Kateichd menilai bahwa ‘dukungan diperlukan
agar mereka dapat memperoleh pekerjaan dengan
pendapatan yang lebih tinggi.
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Treatment
Recommendation
(Menekankan

penyelesaian)

Rekomendasi yang diusulkan adalah perbaikan skema
subsidi agar lebih mendorong motivasi memperoleh
sertifikasi profesional dan segera bekerja, sehingga
mempercepat kemandirian ekonomi keluarga orang tua

tunggal.

- %EEb ETE 1 EU N E s emisL

9++
>4
=
\*
m
-
s

F‘?) (-.Lﬂl]?’éﬁ/ N
(%203%)@&%3@

- Mulai tahun fiskal baru, bila penerima subsidi
memperoleh  sertifikat dan  mendapatkan
pekerjaan dalam waktu satu tahun setelah
menyelesaikan kursus, mereka akan menerima
tambahan 25% dari biaya kursus (tambahan
200.000 yen) di atas subsidi sebelumnya sebesar

60% (400.000 yen).

Tabel 3.9 Analisis Pemberitaan Yomiuri Shimbun News 2
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Dalam pemberitaan sampel 2 ini, Yomiuri Shimbun membingkai kebijakan
dukungan bagi keluarga orang tua tunggal sebagai langkah afirmatif negara untuk
memperkuat kemandirian ekonomi kelompok rentan melalui perluasan akses
pelatihan kerja dan insentif finansial. Pada elemen define problems, isu diposisikan
sebagai keterbatasan struktural yang selama ini menghambat mobilitas ekonomi
keluarga orang tua tunggal, khususnya akibat syarat pendapatan yang membatasi
akses pada program pelatihan profesional. Penonjolan hambatan akses ini
mencerminkan praktik framing yang menekankan masalah implementasi kebijakan
dan jangkauan program, alih-alih mempertanyakan legitimasi kebijakan itu sendiri
(Entman, 1993; Eriyanto, 2002).

Pada elemen diagnose causes, Yomiuri Shimbun menegaskan bahwa desain
kebijakan lama yang menerapkan batasan pendapatan secara tidak langsung
mengecualikan sebagian keluarga yang membutuhkan dukungan. Dengan demikian,
perubahan kebijakan untuk menghapus batasan tersebut dibingkai sebagai penyebab
kunci perbaikan, bukan sebagai koreksi ideologis, melainkan penyesuaian
administratif yang diperlukan agar kebijakan bekerja efektif. Pola atribusi sebab ini
konsisten dengan karakter framing media arus utama yang menekankan solusi
berbasis perbaikan sistem (Pharr & Krauss, 1996).

Dalam make moral judgement, Yomiuri Shimbun menonjolkan nilai keadilan
sosial dan kesetaraan kesempatan, dengan memperkuat legitimasi moral kebijakan
melalui data empiris seperti tingginya proporsi pekerja paruh waktu dan rendahnya
pendapatan rata-rata keluarga ibu tunggal. Penilaian moral diarahkan pada kewajiban
pemerintah untuk tidak berhenti pada bantuan sementara, tetapi menyediakan jalur
menuju pekerjaan stabil dan berpendapatan lebih tinggi. Strategi ini menunjukkan
framing normatif institusional yang menilai kebijakan berdasarkan kontribusinya

terhadap stabilitas sosial dan kemandirian ekonomi (Freeman, 2000).
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Ditinjau dari perspektif konstruksi sosial media massa, pemberitaan ini
memperlihatkan tahap penyusunan materi melalui seleksi data survei dan narasi
kebijakan yang menekankan keberhasilan desain program, serta tahap distribusi
konstruksi realitas dengan menyebarluaskan pemaknaan bahwa kebijakan
pemerintah bersifat responsif dan solutif. Proses ini berpotensi membentuk
internalisasi realitas di kalangan pembaca bahwa penguatan kemandirian ekonomi
keluarga tunggal dapat dicapai melalui mekanisme insentif dan reformasi
administrasi yang tepat (Bungin, 2011).

Pada elemen treatment recommendation, Yomiuri Shimbun menekankan
insentif tambahan bagi penerima subsidi yang berhasil menyelesaikan pelatihan dan
memperoleh pekerjaan dalam waktu singkat. Rekomendasi ini menegaskan
pendekatan pragmatis insentif, yakni mendorong perubahan perilaku melalui desain
kebijakan yang efisien tanpa memperluas perdebatan normatif. Pendekatan tersebut
sejalan dengan framing kebijakan publik yang menempatkan efektivitas
implementasi sebagai indikator utama keberhasilan (Rossy, 2024).

Secara keseluruhan, framing yang digunakan Yomiuri Shimbun dalam berita
sampel 2 ini dapat dikategorikan sebagai framing afirmatif institusional, yaitu
framing yang mendukung kebijakan pemerintah dengan menekankan responsivitas
negara dan keberlanjutan program. Framing ini mengonstruksi realitas bahwa
kebijakan dukungan kerja bagi keluarga orang tua tunggal merupakan wujud
komitmen negara dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kemandirian
ekonomi. Dalam konteks kelembagaan, narasi tersebut beririsan dengan peran Badan
Anak dan Keluarga (Kodomo Kateicho) sebagai koordinator kebijakan keluarga,
dengan harapan agar lembaga ini memastikan perluasan jangkauan program berjalan

efektif dan berkelanjutan, tanpa hanya berhenti pada dukungan administratif.



o ] ) LEIErSENEIELT S AL
3. Analisis pemberitaan dengan judul ['REEFFHEZKEH 7 0 0 18]

(Lebih dari 700 konsultasi pelecehan anak). Terbit pada 08 Agustus 2025 (&

£E8 Y. S. 0, 2025).

Elemen Framing Temuan dan Interpretasi
Define Problems Masalah didefinisikan sebagai peningkatan

(Penjelasan masalah) |perkelanjutan jumlah konsultasi kasus kekerasan

terhadap anak di tingkat kota yang memerlukan

perhatian khusus.
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- Pusat Konsultasi Anak Kota Okayama
(Okayama  City = Comprehensive  Child
Consultation Center) menangani 750 kasus
konsultasi terkait kekerasan terhadap anak pada
tahun fiskal 2024, melampaui 700 kasus untuk
tahun kedua berturut-turut setelah 789 kasus
pada tahun fiskal 2023.

Diagnose Causes Penyebab masalah dilihat sebagai tingkat kesadaran
(Memperkirakan publik yang meningkat sehingga pelaporan kasus lebih
masalah atau sumber  sering  dilakukan, bukan semata-mata karena

masalah) peningkatan insiden kekerasan.
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- Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap
pencegahan kekerasan anak dianggap menjadi
latar belakang fenomena ini. Seorang petugas
pusat konsultasi mengatakan, (jika merasa
bingung atau menghadapi masalah, jangan ragu
untuk berkonsultasi).
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Make Moral Judgement [Media menyoroti keprihatinan moral bahwa mayoritas
(Membuat keputusan |kasus adalah kekerasan psikologis dalam keluarga,
moral) menunjukkan urgensi untuk mengubah pola asuh dan

melindungi kesejahteraan anak.
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- Menurut pemerintah kota, dari 750 kasus
tersebut, yang paling banyak adalah kekerasan
psikologis berupa memberikan ketakutan atau
mengabaikan anak, dengan jumlah 429 kasus
(turun 4 kasus dari tahun sebelumnya),
mencakup 57,2% dari total kasus.

5
N
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Treatment Rekomendasi yang diangkat adalah pemanfaatan
Recommendation teknologi digital untuk memperluas akses layanan
(Menekankan konsultasi dan memperkuat intervensi dini dalam
penyelesaian) mencegah kekerasan anak.
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- Pemerintah prefektur dan kota menerima
konsultasi mengenai masalah pengasuhan anak
dan keluarga melalui LINE untuk mencegah dan
mendeteksi kekerasan anak sejak dini.

Tabel 3.10 Analisis Pemberitaan Yomiuri Shimbun News 3
Dalam pemberitaan sampel 3 ini, Yomiuri Shimbun membingkai
peningkatan jumlah konsultasi terkait kekerasan anak di Kota Okayama sebagai
indikator membaiknya kesadaran publik dan efektivitas mekanisme pelaporan,
bukan semata-mata sebagai peningkatan insiden kekerasan. Pada elemen define
problems, isu diposisikan sebagai persoalan sosial yang tetap mendesak
ditunjukkan oleh jumlah laporan yang melampaui 700 kasus selama dua tahun

berturut-turut namun dimaknai dalam kerangka kebutuhan penguatan kebijakan dan
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akses layanan. Penekanan ini menunjukkan praktik framing yang mengarahkan
perhatian publik pada fungsi sistem perlindungan, bukan pada sensasionalisasi
angka (Entman, 1993; Eriyanto, 2002).

Pada elemen diagnose causes, Yomiuri Shimbun mengatribusikan
peningkatan laporan pada meningkatnya kesadaran masyarakat serta dorongan aktif
otoritas agar warga tidak ragu melapor. Atribusi sebab yang bersifat institusional
ini memberi makna positif pada data statistik yang tampak mengkhawatirkan,
dengan menempatkan pelaporan sebagai bukti berfungsinya mekanisme deteksi
dini. Pola ini konsisten dengan karakter framing media arus utama yang
menekankan kapasitas sistem dan tata kelola sebagai kunci pencegahan (Pharr &
Krauss, 1996).

Dalam make moral judgement, Yomiuri Shimbun menyoroti urgensi
perlindungan kesejahteraan psikologis anak, dengan menekankan bahwa kekerasan
psikologis mencakup lebih dari separuh laporan. Penilaian moral diarahkan pada
kewajiban negara dan masyarakat untuk merespons bentuk kekerasan nonfisik
secara serius, tanpa menempatkan keluarga sebagai objek stigma. Pendekatan ini
mencerminkan framing normatif institusional yang menilai isu berdasarkan
stabilitas dan keselamatan sosial (Freeman, 2000).

Ditinjau dari perspektif konstruksi sosial media massa, pemberitaan ini
memperlihatkan tahap penyusunan materi melalui seleksi data laporan dan
pernyataan otoritas, serta tahap distribusi konstruksi realitas dengan
menyebarluaskan narasi bahwa peningkatan konsultasi adalah tanda keberhasilan
kanal pelaporan. Proses ini berpotensi membentuk internalisasi realitas di kalangan
pembaca bahwa pencegahan kekerasan anak bergantung pada akses layanan yang
mudah dan kepercayaan publik terhadap institusi (Bungin, 2011).

Pada elemen treatment recommendation, Yomiuri Shimbun menonjolkan
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penyediaan jalur konsultasi yang mudah diakses, termasuk pemanfaatan platform
digital seperti LINE, sebagai strategi deteksi dini dan intervensi cepat.
Rekomendasi ini menegaskan pendekatan pragmatis pelayanan publik, yang
memprioritaskan perluasan akses dan efisiensi layanan ketimbang perdebatan
normatif kebijakan. Pendekatan tersebut sejalan dengan framing kebijakan yang
berorientasi pada efektivitas implementasi (Rossy, 2024).

Secara keseluruhan, framing yang digunakan Yomiuri Shimbun dalam
berita sampel 3 ini dapat dikategorikan sebagai framing optimistis institusional,
yakni framing yang menekankan kemajuan kesadaran masyarakat dan Kinerja
pemerintah dalam perlindungan anak. Framing ini mengonstruksi realitas bahwa
peningkatan konsultasi merupakan bukti berfungsinya sistem, serta menegaskan
peran Badan Anak dan Keluarga (Kodomo Kateic/o) dalam memperkuat koordinasi
perlindungan anak di tingkat nasional. Dengan demikian, Yomiuri Shimbun
menampilkan dukungan terhadap kebijakan negara dan upaya institusional sebagai
fondasi kestabilan sosial, sambil mendorong peningkatan kecepatan dan

keterpaduan tindak lanjut laporan.
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yang disponsori pemerintah mendapatkan peningkatan untuk Gen Z... dengan

tingkat keberhasilan 56%, hampir dua kali lipat rata-rata). Terbit pada 24 Juni

2025 (fREEEB Y. S. 0., 2025).
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Elemen Framing

Temuan dan Interpretasi

Define Problems

(Penjelasan masalah)

Masalah didefinisikan sebagai penurunan angka
pernikahan di kalangan muda yang mendorong
pemerintah menciptakan inovasi sosial berbasis digital

untuk memfasilitasi hubungan.
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- Program Konkatsu (pencarian pasangan) yang
didukung oleh pemerintah kini berubah
menyesuaikan ~ dengan  generasi  muda,
khususnya generasi Z. Jika sebelumnya format
pesta tatap muka menjadi tren, kini acara besar
yang menggunakan aplikasi ponsel pintar dan
teknologi Al untuk mencocokkan pasangan
telah menjadi umum.

Diagnose Causes
(Memperkirakan
masalah atau sumber

masalah)

Penyebab masalah di identifikasi sebagai rendahnya
angka kelahiran dan pernikahan yang menimbulkan
kekhawatiran pemerintah daerah, mendorong mereka

untuk mengintervensi ranah sosial melalui program

Konkatsu.
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- Hal ini disebabkan karena angka kelahiran terus
menurun tanpa henti, dan pemerintah daerah

menjadi semakin khawatir.
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Make Moral Judgement Nilai moral yang diangkat adalah peran positif
(Membuat keputusan |pemerintah dalam memfasilitasi ruang sosial yang aman
moral) dan terpercaya bagi generasi muda untuk menjalin
relasi, serta kerja sama publik swasta yang dianggap etis
dan efektif.
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- Kepuasan tercapai melalui kombinasi layanan
perjodohan yang andal dan disponsori

pemerintah serta keahlian sektor swasta.
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- Layanan  perjodohan  yang  disponsori
pemerintah memberikan ketenangan pikiran
bagi peserta, dan kombinasi keahlian sektor
swasta meningkatkan kepuasan.

Treatment Solusi yang diangkat adalah perluasan program
Recommendation digitalisasi perjodohan antarwilayah dengan dukungan
(Menekankan teknologi Al dan koordinasi antarlembaga untuk
penyelesaian) meningkatkan  efektivitas kebijakan peningkatan
kelahiran.
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- Jumlah sistem dan aplikasi pencocokan berbasis
Al terus bertambah, dan menurut Badan Anak
dan Keluarga (Kodomo Kateicha), hingga akhir
tahun fiskal 2023, sebanyak 32 prefektur,
termasuk  Tokushima dan Kyoto, telah
mengimplementasikannya.

Tabel 3.11 Analisis Pemberitaan Yomiuri Shimbun News 4

Dalam pemberitaan sampel 4 ini, Yomiuri Shimbun membingkai inisiatif
pemerintah daerah dalam mendukung aktivitas pencarian pasangan (konkatsu) bagi
Generasi Z sebagai strategi kebijakan sosial yang proaktif dan adaptif untuk
merespons Krisis demografis Jepang. Pada elemen define problems, isu utama

diposisikan sebagai penurunan angka pernikahan di kalangan muda yang
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berimplikasi langsung pada rendahnya angka kelahiran. Program konkatsu resmi
dipresentasikan bukan sekadar kegiatan sosial, melainkan instrumen kebijakan
publik yang ditujukan untuk memperkuat struktur keluarga dan keberlanjutan sosial.
Penekanan ini mencerminkan praktik framing yang menempatkan kebijakan
sebagai solusi institusional atas masalah demografis (Entman, 1993; Eriyanto,
2002).

Pada elemen diagnose causes, Yomiuri Shimbun mengaitkan lahirnya
intervensi tersebut dengan kekhawatiran pemerintah daerah terhadap tren
demografi jangka panjang, termasuk menurunnya angka kelahiran dan
berkurangnya pembentukan keluarga muda. Atribusi sebab bersifat struktural
menempatkan Krisis populasi sebagai latar utama sehingga intervensi sosial
pemerintah dipahami sebagai respons rasional terhadap perubahan sosial, bukan
sebagai rekayasa sosial yang berlebihan. Pola ini sejalan dengan karakter framing
media arus utama yang menekankan kebutuhan stabilitas dan keberlanjutan sosial
(Pharr & Krauss, 1996).

Dalam make moral judgement, Yomiuri Shimbun menilai kebijakan
konkatsu secara positif dengan menonjolkan keamanan, inklusivitas, dan integritas
karena program dijalankan oleh lembaga pemerintah. Nilai moral yang disampaikan
menekankan pentingnya kolaborasi sektor publik swasta sebagai bentuk tanggung
jawab sosial yang efisien dan inovatif. Penilaian ini mencerminkan framing
normatif institusional yang mengafirmasi peran negara sebagai fasilitator utama
dalam inovasi kebijakan sosial (Freeman, 2000).

Ditinjau melalui perspektif konstruksi sosial media massa, pemberitaan ini
menunjukkan tahap penyusunan materi melalui seleksi narasi inovasi digital (Al)
dan tingkat partisipasi masyarakat, serta tahap distribusi konstruksi realitas dengan

menyebarluaskan pemaknaan bahwa modernisasi birokrasi sosial merupakan
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langkah tepat dan perlu. Proses ini berpotensi membentuk internalisasi realitas di
kalangan pembaca bahwa pemanfaatan teknologi dalam kebijakan keluarga adalah
wajar dan legitim dalam menghadapi tantangan demografi (Bungin, 2011).

Pada elemen treatment recommendation, Yomiuri Shimbun mendorong
perluasan implementasi sistem pencocokan berbasis Al di berbagai prefektur
sebagai sarana meningkatkan efektivitas kebijakan. Rekomendasi ini menegaskan
pendekatan pragmatis teknokratik, yakni memaksimalkan teknologi untuk
mengurangi hambatan struktural generasi muda dalam membangun relasi.
Pendekatan tersebut konsisten dengan framing kebijakan publik yang berorientasi
pada efektivitas dan skalabilitas solusi (Rossy, 2024).

Secara keseluruhan, framing yang digunakan Yomiuri Shimbun dalam
berita sampel 4 ini dapat dikategorikan sebagai framing optimistis teknokratik,
yakni framing yang mendukung inovasi kebijakan pemerintah dan menekankan
adaptasi institusional terhadap perubahan zaman. Framing ini mengonstruksi
realitas bahwa kebijakan konkatsu merupakan bagian dari modernisasi kebijakan
keluarga yang sah dan diperlukan. Dalam konteks kelembagaan, narasi tersebut
beririsan dengan peran Badan Anak dan Keluarga (Kodomo Kateicho) sebagali
pengarah kebijakan keluarga yang diharapkan mampu menciptakan lingkungan
sosial kondusif bagi pembentukan keluarga muda melalui kolaborasi negara dan

masyarakat.
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THZOESBRMEZHRIFL] (Jumlah Kafetaria anak-

anak di seluruh Jepang mencapai 9.131 lokasi, setara dengan jumlah sekolah

menengah pertama...Kegiatan sosial pasca COVID-19 mendorong

pengoperasian kembali). Terbit pada 17 Desember 2023 (fR&=B VY. S. O,,

2023).

Elemen Framing

Temuan dan Interpretasi

Define Problems

(Penjelasan masalah)

Masalah yang didefinisikan adalah kebutuhan akan
fasilitas sosial yang mendukung kesejahteraan anak-
anak pasca pandemi, sekaligus meningkatnya
ketergantungan masyarakat pada inisiatif komunitas

seperti kafetaria anak-anak (Kodomo Shokudo).
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- Jumlah Kodomo Shokudo atau kafetaria anak-
anak yang menyediakan makanan gratis atau
berbiaya murah telah mencapai 9.131 lokasi di
seluruh Jepang tahun ini.

~

Diagnose Causes
(Memperkirakan
masalah atau sumber

masalah)

Penyebab utama fenomena ini adalah pembukaan
kembali aktivitas sosial setelah pandemi, yang
memungkinkan relawan dan komunitas melanjutkan

kegiatan dukungan bagi anak-anak.
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- Menurut organisasi Musubie, peningkatan
jumlah  fasilitas baru disebabkan oleh
pelonggaran pembatasan aktivitas sosial yang
sebelumnya diberlakukan untuk mencegah
penyebaran COVID-19.
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Make Moral Judgement
(Membuat keputusan

moral)

Penilaian moral dalam berita ini menyoroti bahwa
pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk
memperkuat kebijakan sosial yang mendukung tempat
aman dan ramah anak di masyarakat.
wy DTLWBES N WL s nh

- CEEREFTRIZEEDEHAIYICEAT S

LLA & EXl

S IDEYXEHZEH TS,
- Kodomo Kateiché saat ini tengah menyusun

pedoman terkait pembangunan tempat kegiatan
yang ramah bagi anak-anak.

Treatment
Recommendation
(Menekankan

penyelesaian)

Rekomendasi yang diangkat adalah perluasan akses
Kodomo Shokudo secara merata di seluruh wilayah
Jepang, dengan kolaborasi antara pemerintah daerah,

sekolah, dan organisasi sosial.
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- Organisasi Musubie menargetkan pembukaan
setidaknya satu Kodomo Shokudéo di masing-
masing dari sekitar 19.000 wilayah sekolah
dasar di seluruh Jepang.

Tabel 3.12 Analisis Pemberitaan Yomiuri Shimbun News 5

Dalam pemberitaan sampel 5 ini, Yomiuri Shimbun membingkai kebangkitan
kembali aktivitas sosial komunitas pasca pandemi COVID-19 melalui peningkatan
jumlah Kantin Anak (Kodomo Shokudo) sebagai indikator pemulihan sosial dan
penguatan solidaritas masyarakat. Pada elemen define problems, isu tidak diposisikan
sebagai krisis, melainkan sebagai peluang untuk membangun kembali jejaring sosial
yang mendukung kesejahteraan anak. Penonjolan fakta bahwa jumlah Kantin Anak
(Kodomo Shokudo) telah mencapai lebih dari 9.000 lokasi digunakan untuk
menegaskan skala dan dampak sosial inisiatif tersebut. Praktik ini mencerminkan

framing yang menekankan stabilitas dan keberlanjutan sosial melalui data capaian,

alih-alih konflik atau kegagalan kebijakan (Entman, 1993; Eriyanto, 2002).
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Pada elemen diagnose causes, Yomiuri Shimbun mengaitkan perkembangan
tersebut dengan pencabutan pembatasan pandemi yang memungkinkan aktivitas
komunitas kembali berjalan. Atribusi sebab ini menempatkan pandemi sebagai
hambatan temporer, sementara kebangkitan Kantin Anak (Kodomo Shokudo)
dipahami sebagai hasil ketangguhan sosial dan partisipasi aktif masyarakat. Pola
atribusi semacam ini sejalan dengan karakter framing media arus utama yang
menonjolkan kemampuan sistem sosial untuk pulih dan beradaptasi (Pharr & Krauss,
1996).

Dalam make moral judgement, Yomiuri Shimbun menekankan peran
pemerintah sebagai pengarah nilai dan penjaga kohesi sosial, dengan menampilkan
keterlibatan negara melalui penyusunan pedoman tempat aman bagi anak sebagai
wujud tanggung jawab moral terhadap perlindungan anak. Penilaian moral diarahkan
pada nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan harmoni sosial, tanpa mengedepankan
kritik terhadap kebijakan. Pendekatan ini mencerminkan framing normatif
institusional yang mengafirmasi peran negara dan komunitas sebagai mitra dalam
kesejahteraan sosial (Freeman, 2000).

Ditinjau dari perspektif konstruksi sosial media massa, pemberitaan ini
menunjukkan tahap penyusunan materi melalui seleksi data kuantitatif jumlah Kantin
Anak (Kodomo Shokudo) dan narasi kolaborasi, serta tahap distribusi konstruksi
realitas dengan menyebarluaskan pemaknaan bahwa pemulihan pasca pandemi
ditandai olen meningkatnya kepedulian terhadap anak. Proses ini berpotensi
membentuk internalisasi realitas di kalangan pembaca bahwa solidaritas komunitas
dan dukungan negara merupakan fondasi utama kesejahteraan anak (Bungin, 2011).

Pada elemen treatment recommendation, Yomiuri Shimbun menonjolkan
perluasan Kantin Anak (Kodomo Shokudo) hingga mencakup setiap distrik sekolah

dasar sebagai solusi yang konkret dan terukur. Rekomendasi ini menegaskan
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pendekatan pragmatis kolaboratif, di mana pemerintah, organisasi sosial, dan
masyarakat sipil bekerja bersama untuk menciptakan sistem dukungan anak yang
berkelanjutan. Pendekatan tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang
menekankan pentingnya kolaborasi multi aktor dalam kebijakan kesejahteraan anak
(Hayakawa et al., 2025).

Secara keseluruhan, framing yang digunakan Yomiuri Shimbun dalam berita
sampel 5 ini dapat dikategorikan sebagai framing positif komunitarian, yaitu framing
yang menekankan harmoni sosial, gotong royong, dan keberhasilan kolaborasi pasca
pandemi. Framing ini mengonstruksi realitas bahwa kebangkitan Kantin Anak
(Kodomo Shokudo) merupakan simbol pemulihan sosial Jepang. Dalam konteks
kelembagaan, narasi tersebut beririsan dengan peran Badan Anak dan Keluarga
(Kodomo Kateicho) yang diharapkan mampu memperkuat jejaring komunitas lokal
dan menjembatani inisiatif warga dengan kebijakan pemerintah, sehingga ketahanan

sosial anak dapat terjaga secara berkelanjutan.
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anak, upah rendah sebabkan arus keluar tenaga kerja, (Tidak bisa hidup

dengan gaji ini)...Jadi penghalang penghapusan daftar tunggu anak). Terbit

pada 03 Desember 2023 (fRE&E38 Y. S. 0., 2023).
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Elemen Framing

Temuan dan Interpretasi

Define Problems

(Penjelasan masalah)

Masalah didefinisikan sebagai krisis tenaga kerja di

sektor pengasuhan anak akibat rendahnya gaji dan beban

kerja tinggi, yang menghambat pencapaian target

penghapusan daftar tunggu anak (Taiki Jido).
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Klub penitipan anak sepulang sekolah (Gakudo
Hoiku) yang menampung anak-anak SD dari
keluarga berpenghasilan ganda mengalami
kekurangan staf. Rendahnya gaji dan
ketidakpuasan terhadap kondisi kerja membuat
banyak tenaga kerja keluar, dan hal ini menjadi
penghalang bagi upaya mengurangi jumlah anak
dalam daftar tunggu.

Diagnose Causes
(Memperkirakan
masalah atau sumber

masalah)

Penyebab utama adalah rendahnya upah dan tingginya

beban kerja, membuat pekerja merasa tidak sepadan

dengan tanggung jawab besar yang mereka emban.
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Gaji rata-rata, termasuk bagi pekerja paruh
waktu, hanya sekitar 300.000 yen per bulan, dan
banyak pekerja yang harus lembur melebihi
batas hukum (360 jam per tahun).
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Make Moral Judgement
(Membuat keputusan

moral)

Aspek moral yang ditonjolkan adalah kritik terhadap
sikap pemerintah yang kurang serius menganggap
pentingnya layanan penitipan anak sebagai bagian dari

kebijakan keluarga nasional.
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- Profesor Yoshie Abe dari Kogakuin University
yang meneliti pendidikan anak menyatakan,
kekurangan tenaga kerja disebabkan oleh sikap
pemerintah  yang menempatkan layanan
penitipan anak sebagai kebijakan tambahan dan
tidak penting.
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Treatment
Recommendation
(Menekankan

penyelesaian)

Solusi yang disarankan adalah meningkatkan
kesejahteraan dan dukungan finansial bagi pekerja, serta
memperbaiki sistem pengupahan dan rekrutmen untuk

menahan arus keluar tenaga kerja.
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- Pemerintah pusat dan daerah perlu meluncurkan
kebijakan perbaikan kesejahteraan, termasuk
bantuan sewa rumah, serta berupaya keras untuk
memastikan keberlanjutan tenaga kerja tetap.

Tabel 3.13 Analisis Pemberitaan Yomiuri Shimbun News 6

Dalam pemberitaan sampel 6 ini, Yomiuri Shimbun membingkai persoalan

kekurangan tenaga kerja pada fasilitas pengasuhan anak sepulang sekolah (Gakudo

Hoiku) sebagai hambatan utama dalam penghapusan daftar tunggu (7Taiki Jido).

Pada elemen define problems, isu ditampilkan secara konkret melalui pengalaman

pekerja rendahnya upah,

jam kerja panjang, dan kelelahan emosional sehingga

pembaca diarahkan untuk memahami bahwa permasalahan kebijakan tidak hanya

tercermin dalam angka, tetapi juga dalam kondisi manusiawi di lapangan. Praktik
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framing ini menekankan dampak kebijakan pada aktor pelaksana sebagai bagian
penting dari efektivitas sistem (Entman, 1993; Eriyanto, 2002).

Pada elemen diagnose causes, Yomiuri Shimbun mengaitkan kekurangan
tenaga kerja dengan struktur pengupahan yang tidak kompetitif dan beban kerja
yang tinggi, yang mendorong banyak pekerja meninggalkan sektor pengasuhan
anak. Atribusi sebab ini menempatkan masalah pada ketimpangan struktural dalam
penghargaan terhadap profesi pengasuh anak, yang kerap diposisikan sebagai
pekerjaan sekunder dibandingkan sektor lain. Pola atribusi tersebut sejalan dengan
karakter framing media arus utama yang menekankan persoalan ketenagakerjaan
sebagai isu sistemik yang memerlukan penyesuaian kebijakan (Pharr & Krauss,
1996).

Dalam make moral judgement, Yomiuri Shimbun memperkuat penilaian
normatif melalui pandangan ahli pendidikan, Prof. Yoshie Abe, yang menilai bahwa
layanan pengasuhan anak selama ini kurang mendapatkan pengakuan kebijakan
yang layak. Penilaian moral ini menggeser isu dari sekadar persoalan ekonomi
menjadi refleksi tanggung jawab negara dalam menghargai kerja pengasuhan
sebagai fondasi kesejahteraan keluarga. Pendekatan tersebut mencerminkan
framing normatif institusional yang menilai kebijakan  berdasarkan
keberpihakannya terhadap aktor pelaksana (Freeman, 2000).

Ditinjau dari perspektif konstruksi sosial media massa, pemberitaan ini
menunjukkan tahap penyusunan materi melalui seleksi narasi pengalaman pekerja
dan pendapat ahli, serta tahap distribusi konstruksi realitas dengan
menyebarluaskan pemaknaan bahwa kekurangan tenaga kerja merupakan masalah
struktural yang berdampak langsung pada kualitas layanan pengasuhan. Proses ini
berpotensi membentuk internalisasi realitas di kalangan pembaca bahwa perbaikan

kebijakan pengasuhan anak mensyaratkan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja



88

sebagai prasyarat keberhasilan sistem (Bungin, 2011).

Pada elemen treatment recommendation, Yomiuri Shimbun menekankan
solusi solutif pragmatis, seperti peningkatan kesejahteraan melalui reformasi gaji,
bantuan sewa rumah, dan dukungan finansial langsung bagi pengasuh anak.
Rekomendasi ini menunjukkan orientasi pada perbaikan implementasi kebijakan
yang dapat dirasakan langsung oleh pekerja, tanpa memperluas perdebatan
ideologis mengenai desain kebijakan. Pendekatan tersebut konsisten dengan
framing kebijakan publik yang berorientasi pada efektivitas dan stabilitas sistem
layanan (Rossy, 2024).

Secara keseluruhan, framing yang digunakan Yomiuri Shimbun dalam
berita sampel 6 ini dapat dikategorikan sebagai framing empatik pragmatis, yaitu
framing yang menggabungkan empati terhadap kondisi pekerja dengan dorongan
perbaikan kebijakan yang realistis. Framing ini mengonstruksi realitas bahwa
penghapusan daftar tunggu (7aiki Jido) tidak dapat dicapai tanpa memperhatikan
kesejahteraan tenaga pengasuh anak sebagai ujung tombak layanan. Dalam konteks
kelembagaan, narasi tersebut beririsan dengan peran Badan Anak dan Keluarga
(Kodomo Kateicho) yang diharapkan mampu mendorong kebijakan peningkatan
upah dan stabilitas kerja, demi menjaga kualitas layanan dan kepercayaan publik

terhadap sistem pengasuhan anak nasional.
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kurang tidur), Angka tertinggi sepanjang tahun). Terbit pada 31 Maret 2025 (

fREEEL Y. S. 0., 2025).
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Elemen Framing

Temuan dan Interpretasi

Define Problems

(Penjelasan masalah)

Masalah yang didefinisikan adalah meningkatnya
dampak negatif penggunaan internet terhadap

konsentrasi belajar dan pola tidur siswa di Jepang.
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- Persentase siswa yang menjawab ‘tidak bisa
fokus belajar’ atau ‘kurang tidur’ mencapai
24,6%, angka tertinggi sepanjang tahun.

Diagnose Causes
(Memperkirakan
masalah atau sumber

masalah)

Penyebab utama adalah meningkatnya durasi

penggunaan internet di kalangan anak-anak dan remaja.
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- Penelitian  menunjukkan  bahwa  waktu
penggunaan internet pada hari sekolah untuk
siswa SD hingga SMA rata-rata melampaui lima
jam per hari untuk pertama kalinya, dan hal itu
kemungkinan besar memengaruhi kurangnya
fokus dan tidur.
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Make Moral Judgement

(Membuat keputusan

Nilai moral yang disampaikan adalah pentingnya

tanggung jawab orang tua dalam mengontrol aktivitas

Recommendation
(Menekankan

penyelesaian)

moral) digital anak demi menjaga keseimbangan hidup mereka.
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- Perangkat seperti smartphone dan tablet
memiliki fitur pembatasan aplikasi untuk anak,
dan orang tua diharapkan turut mengawasi
penggunaannya.

Treatment Solusi yang disarankan adalah membangun kerja sama

antara pemerintah dan keluarga melalui edukasi serta
pembatasan waktu penggunaan internet di lingkungan

rumabh.
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- Berdasarkan hasil survei ini, badan anak dan
keluarga (Kodomo Kateicho) berencana
mendorong orang tua untuk membuat aturan
penggunaan internet di rumah.
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Tabel 3.14 Analisis Pemberitaan Yomiuri Shimbun News 7

Dalam pemberitaan sampel 7 ini, Yomiuri Shimbun membingkai
meningkatnya pengaruh negatif penggunaan internet terhadap kesehatan dan
konsentrasi pelajar Jepang sebagai tantangan kebijakan berbasis data yang
memerlukan respons terkoordinasi antara keluarga dan pemerintah. Pada elemen
define problems, Yomiuri menampilkan temuan survei nasional yang menunjukkan
bahwa sekitar seperempat pelajar mengalami kesulitan fokus belajar dan
kekurangan tidur akibat penggunaan internet berlebihan. Isu diposisikan bukan
sebagai masalah individual, melainkan sebagai persoalan sosial berskala nasional
yang menuntut perhatian institusional. Penonjolan data kuantitatif ini
mencerminkan praktik framing yang menekankan objektivitas empiris untuk
membangun urgensi kebijakan (Entman, 1993; Eriyanto, 2002).

Pada elemen diagnose causes, Yomiuri Shimbun mengatribusikan
gangguan belajar dan tidur pada durasi penggunaan internet yang tinggi (lebih dari
lima jam per hari). Atribusi sebab yang bersifat kausal empiris ini menegaskan
karakter pemberitaan yang berorientasi pada penjelasan berbasis data, bukan pada
kritik normatif terhadap teknologi atau aktor tertentu. Pola ini sejalan dengan
karakter framing media arus utama yang menempatkan masalah pada perilaku dan
konteks penggunaan, serta membuka ruang solusi kebijakan yang terukur (Pharr &
Krauss, 1996).

Dalam make moral judgement, Yomiuri Shimbun menekankan tanggung

jawab moral orang tua dalam pengawasan dan pembentukan kebiasaan digital anak.
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Alih-alih memposisikan teknologi sebagai penyebab tunggal, penilaian moral
diarahkan pada pentingnya keseimbangan antara kemajuan teknologi dan
kewaspadaan sosial di tingkat keluarga. Pendekatan ini mencerminkan framing
normatif pragmatis yang menilai solusi melalui pembagian peran yang jelas antara
negara dan keluarga (Freeman, 2000).

Ditinjau dari perspektif konstruksi sosial media massa, pemberitaan ini
memperlihatkan tahap penyusunan materi melalui seleksi hasil survei resmi dan
narasi edukatif, serta tahap distribusi konstruksi realitas dengan menyebarluaskan
pemaknaan bahwa resiko digital dapat dikelola melalui edukasi dan kolaborasi.
Proses ini berpotensi membentuk internalisasi realitas di kalangan pembaca bahwa
kesejahteraan anak di era digital bergantung pada pengaturan perilaku yang rasional
dan dukungan kebijakan yang adaptif (Bungin, 2011).

Pada elemen treatment recommendation, Yomiuri Shimbun mengarahkan
solusi pada kerja sama pemerintah dan keluarga dalam merumuskan aturan
penggunaan internet di rumah serta penguatan literasi digital. Rekomendasi ini
menegaskan pendekatan pragmatis kolaboratif, dengan menempatkan Badan Anak
dan Keluarga (Kodomo Kateicho) sebagai fasilitator koordinasi, bukan sebagai
pengontrol tunggal. Pendekatan tersebut konsisten dengan framing kebijakan
publik yang menekankan efektivitas implementasi dan pembagian peran sosial
(Rossy, 2024).

Secara keseluruhan, framing yang digunakan Yomiuri Shimbun dalam
berita sampel 7 ini dapat dikategorikan sebagai framing edukatif pragmatis, yaitu
framing yang mengedepankan data, edukasi, dan kolaborasi sebagai jalan keluar.
Framing ini mengonstruksi realitas bahwa isu kesejahteraan anak tidak terbatas
pada aspek ekonomi dan demografi, tetapi juga mencakup kualitas kehidupan

sehari-hari seperti kesehatan mental dan kebiasaan digital. Dalam konteks
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kelembagaan, narasi tersebut beririsan dengan mandat Badan Anak dan Keluarga
(Kodomo Kateicho) untuk beradaptasi terhadap isu kontemporer termasuk literasi
digital dan kesehatan mental sehingga lembaga ini diposisikan sebagai penggerak
kebijakan kesejahteraan anak yang relevan di era modern.

Berdasarkan analisis terhadap tujuh sampel pemberitaan Yomiuri Shimbun,
dapat diidentifikasi pola framing yang relatif konsisten dalam memandang
pembentukan Badan Anak dan Keluarga (Kodomo Kateicho) sebagai langkah
strategis negara dalam merespons penurunan angka kelahiran (shoshika) serta
memperkuat sistem kesejahteraan anak dan keluarga di Jepang. Melalui keempat
elemen framing Robert N. Entman, Yomiuri cenderung menempatkan kebijakan
pemerintah sebagai solusi institusional yang perlu diperkuat melalui peningkatan
kapasitas dan efektivitas implementasi.

Secara umum, pemberitaan Yomiuri Shimbun berfokus pada dimensi
kebijakan, tata kelola, dan efisiensi administratif, dengan menyoroti program-
program pemerintah seperti perluasan akses penitipan anak, dukungan kerja bagi
keluarga orang tua tunggal, pemulihan kegiatan komunitas pascapandemi melalui
Kantin Anak (Kodomo Shokudo), hingga penguatan layanan perlindungan dan
literasi digital bagi anak. Framing yang ditampilkan bersifat afirmatif institusional
dan pragmatis, menekankan stabilitas sosial serta peran negara sebagai koordinator
utama dalam menjamin kesejahteraan keluarga, alih-alih mengedepankan kritik
normatif terhadap desain kebijakan.

Meskipun tidak menampilkan kritik secara konfrontatif, Yomiuri Shimbun
menyiratkan harapan normatif agar Badan Anak dan Keluarga (Kodomo Kateicho)
terus meningkatkan kinerja kebijakan, khususnya dalam aspek kesejahteraan tenaga
pengasuh, pemerataan layanan antardaerah, serta adaptasi terhadap isu-isu

kontemporer seperti kesehatan mental anak dan penggunaan teknologi digital.
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Pendekatan ini mencerminkan karakter konservatif media yang menekankan
harmoni sosial, keberlanjutan kebijakan, dan tanggung jawab institusional negara.
Dengan demikian, Yomiuri Shimbun membingkai Badan Anak dan Keluarga
(Kodomo Kateicho) sebagai representasi kebijakan negara yang fungsional dan
stabil, sekaligus simbol komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan
generasi muda melalui penguatan sistem yang berkelanjutan.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis terhadap pemberitaan Asahi
Shimbun dan Yomiuri Shimbun, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan
framing yang konsisten dan mencerminkan orientasi ideologis masing-masing
media dalam membingkai pembentukan Badan Anak dan Keluarga (Kodomo
Kateicho). Perbedaan tersebut tidak hanya tampak pada sikap redaksional, tetapi
juga pada cara kedua media mendefinisikan masalah, mengidentifikasi penyebab,
memberikan penilaian normatif, serta merumuskan solusi kebijakan dalam konteks
isu anak dan keluarga di Jepang.

Asahi Shimbun cenderung menggunakan framing kritis evaluatif dengan
orientasi progresif dan humanistik. Media ini menempatkan Badan Anak dan
Keluarga (Kodomo Kateicho) sebagai instrumen reformasi sosial yang harus
mampu menjawab persoalan struktural, seperti ketimpangan gender, beban
pengasuhan, serta keterbatasan dukungan sistemik bagi keluarga modern. Kritik
yang disampaikan Asahi bersifat konstruktif dan diarahkan pada dorongan
perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan, sehingga media ini
berfungsi sebagai pengawas kebijakan publik yang menekankan dimensi moral dan
sosial dari kesejahteraan anak.

Sebaliknya, Yomiuri Shimbun menampilkan framing afirmatif pragmatis
dengan orientasi konservatif yang menekankan stabilitas sosial dan efektivitas

kebijakan. Media ini membingkai Badan Anak dan Keluarga (Kodomo Kateicho)
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sebagai wujud tanggung jawab institusional negara dalam menjaga keberlanjutan
sistem Kkesejahteraan anak dan keluarga. Fokus pemberitaan Yomiuri lebih
diarahkan pada aspek implementasi kebijakan, efisiensi administratif, serta
kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, dengan kritik yang disampaikan
secara implisit dan non konfrontatif.

Perbedaan framing tersebut menunjukkan kontras antara orientasi
perubahan sosial yang diusung Asahi Shimbun dan orientasi stabilitas serta
keberfungsian sistem yang ditekankan Yomiuri Shimbun. Meskipun demikian,
kedua media memiliki titik temu dalam memandang pembentukan Badan Anak dan
Keluarga (Kodomo Kateicho) sebagai langkah kebijakan yang penting dan
mendesak dalam menghadapi tantangan demografis Jepang.

Dengan demikian, analisis ini memperlihatkan bahwa media massa tidak
hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam
mengonstruksi realitas kebijakan publik sesuai dengan ideologi dan nilai yang

dianut masing-masing media.



BAB IV
SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis framing terhadap pemberitaan pembentukan
Badan Anak dan Keluarga (Kodomo Kateicho) pada Asahi Shimbun dan Yomiuri
Shimbun, dapat disimpulkan bahwa kedua media berperan aktif sebagai agen
konstruksi realitas sosial dalam membingkai kebijakan anak dan keluarga di
Jepang. Melalui proses seleksi isu, penekanan aspek tertentu, serta penyusunan
narasi kebijakan, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga
membentuk pemaknaan publik mengenai peran, urgensi, dan arah kebijakan
Kodomo Kateicho sesuai dengan orientasi nilai masing-masing. Dengan demikian,
pemberitaan yang dihasilkan merefleksikan fungsi media sebagai aktor penting
dalam relasi antara negara, kebijakan publik, dan masyarakat.

Asahi Shimbun mengonstruksi pembentukan Kodomo Kateicho melalui
framing kritis evaluatif dengan orientasi progresif dan humanistik. Media ini
menempatkan lembaga tersebut dalam konteks persoalan struktural, seperti
ketimpangan gender, beban pengasuhan keluarga, kualitas layanan pengasuhan
anak, serta keterbatasan dukungan sistemik bagi keluarga modern. Dalam
konstruksinya, Asahi Shimbun berfungsi sebagai media pengawas kebijakan yang
mendorong reformasi sosial dan menuntut agar Kodomo Kateicho tidak berhenti
sebagai institusi administratif, melainkan mampu menghadirkan kebijakan yang
berkeadilan dan berkelanjutan bagi kesejahteraan anak dan keluarga di Jepang.

Sebaliknya, Yomiuri Shimbun mengonstruksi pembentukan Kodomo
Kateicho melalui framing afirmatif pragmatis dengan orientasi konservatif yang
menekankan stabilitas sosial dan efektivitas kebijakan. Media ini memposisikan
Kodomo Kateicho sebagai instrumen kebijakan negara yang fungsional dalam
menghadapi tantangan demografis, dengan fokus pada implementasi kebijakan,
efisiensi administratif, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
Perbedaan framing antara Asahi Shimbun dan Yomiuri Shimbun menunjukkan
bahwa media massa membentuk realitas kebijakan publik sesuai dengan ideologi
dan fungsi sosialnya masing-masing. Meskipun menggunakan pendekatan yang
berbeda, kedua media sepakat memandang pembentukan Kodomo Kateicho sebagai
langkah kebijakan yang penting dan strategis dalam memperkuat sistem

kesejahteraan anak dan keluarga di Jepang.
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